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ABSTRAK 

AVINA WINDA ARIFTA 

NIM. 1917303010 

 

Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) 

Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Peran Pemerintah Kelurahan Rejasari dalam pelaksanaan tertib sewa aset 

pemerintah daerah, dengan melakukan sosialisasi terkait aturan hukum penggunaan 

lahan milik Pemerintahan , sekaligus menekankan agar masyarakat taat membayar 

sewa sebagaimana yang telah diatur. Namun upaya tersebut tidak mampu 

menyadarkan masyarakat terkait pentingnya tertib sewa aset pemerintah daerah, 

karena faktanya hingga saat ini terdapat aset tanah pemda yang digunakan oleh 

masyarakat tanpa mentaati aturan serta perjanjian. Termasuk tidak adanya laporan 

kepada pihak kelurahan terkait masyarakat yang berhenti menyewa. 

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian hukum yuridis empiris, 

dimana titik fokus kajiannya merupakan studi lapangan yaitu dengan melakukan 

wawancara kepada informan yang memberikan informasi untuk mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku di Masyarakat, dalam hal ini melihat ketentuan 

tertib sewa aset pemerintah daerah di Kelurahan Rejasari. Dengan menggunakan 

dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.  

Peran pemerintahan dalam pelaksanaan tertib sewa aset pemerintah daerah 

dalam pandangan mas}lah}ah  bahwa Pelaksanaan tertib administrasi mengenai aset 

pemda secara keseluruhan  termasuk dalam konsep mas{lah{ah, mulai mas{lah{ah dari 
segi perubahanya hal ini termasuk dalam kategori mas{lah{ah mutagayyirah karena 
peraturan ini merupakan peraturan yang dapat diubah sesuai kebutuhan, kondisi dan 

situasi melihat dari perkembangan yang terjadi dari setiap evaluasi pelaksanaan 

tertib administrasi sewa aset pada setiap zaman di daerah. Dari segi keberadaan, 

mas{lah{ah menurut syara’, peraturan ini termasuk dalam kategori mas{lah{ah 
mursalah, karena peraturan ini secara eksplisit tidak ada dalil yang mengakui dan 

menolaknya tetapi keberadaan peraturan ini sejalan dengan tujuan syariat yaitu 

bertujuan untuk menghindarkan pada kemudaratan. Kemudian, dari segi kualitas 

dan kepentingan mas{lah{ah, peraturan pelaksanaan tertib administrasi sewa aset ini 

termasuk dalam mas{lah{ah h{a>jiyyah, karena peraturan ini merupakan peraturan yang 

bertujuan sebagai upaya agar tidak terjadi kerugian di kelurahan dan Masyarakat 

lain, namun peraturan ini hadir tidak sampai pada tingkat dharuri. Artinya masih 

ada upaya lain untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba di tingkat kelurahan. 

 

 

Kata kunci: Peran Pemerintah, Rejasari, Administrasi Pertanahan,  mas}lah}ah 
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MOTTO 

"Kita semua punya mimpi. Tetapi untuk mewujudkan mimpi, dibutuhkan 

banyak tekad, dedikasi, disiplin diri, dan usaha." 

 - Jesse Owens - 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab 

yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
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 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل



 

 x 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ 

 Kasrah I I ـِ 

 Dammah U U ـُ 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah dan ya Ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau Au a dan u وَْ...

 

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -

 fa`ala  فَ عَلَ  -

 suila  سُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif اَ...ىَ...

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -
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 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

الَأطْفَالِ   رَؤْضَةُ  -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

 talhah   طلَْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -
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F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang, 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الَْْلَ  -  al-jalālu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

خُذُ تَْ  -  ta’khużu 

 syai’un شَيئ   -
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 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إِنَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا  -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
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Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

ي ْعًا لِلِِ    - الأمُُوْرُ جََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat 

manusia. Tanah dapat dilestarikan, dan digunakan sesuai dengan tujuan yang 

dimaksud. Tanah dapat digunakan untuk mendirikan sebuah bangunan, untuk 

bercocok tanam, untuk bertenak dan lain sebagaimanya.1 

Di dalam menggunakan tanah perlu adanya ketentuan yang sesuai 

dengan tata cara yang telah diatur sesuai norma hukum. Apabila di dalam 

pemakaian tanah tidak sesuai ataupun melanggar dari norma hukum dan tata 

tertib maka akan dapat menjadi penghambat bahkan memungkinkan banyak 

pembangunan di macam-macam lapangan dengan tidak teratur.2 

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian menurut Peraturan 

Presiden Nomor 17 tahun 2014 yang didalamnya mengatur tentang kementerian 

agraria dan tata ruang. Berkaitan dengan data dan informasi di desa, sesuai 

dengan pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

menyatakan bahwa urusan pemerintahan khususnya pertanahan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten/Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. 

Kemudian dipertegas dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

30 Tahun 2006 pada pasal 2 Ayat (1) huruf u bahwa urusan pemerintahan yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa adalah bidang pertanahan, pada 

 
1  Mira i N iovain Airdaini, “P ierain Ka intior Pierta ihaina in Da ila im K iegia ita in P iendaifta ira in Taina ih 

Sistiema itis L iengkaip”, Giema i Kiea idila in, viol. 6 nio.1, 2019, hlm. 44. 

https://iejiourna il2.undip.aic.id/indiex.php/gk/airticlie/viiew/5118, dia iksies pa idai 2 Ma ir iet 2023. 
2 B.F Sih iombing, iEv iolusi Kiebija ikain P ierta iha inain Da ila im Hukum Ta ina ih Indioniesia i (Ja ika irta i: 

PT. T iokiok Gunung Aigung, 2015), hlm. 67. 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/5118
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lampiran peraturan tersebut disebutkan rincian tugas di bidang pertanahan yaitu 

meliputi ; penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan; 

memberikan surat keterangan hak atas tanah; memfasilitasi penyelesaian 

sengketa tanah tingkat desa; penataan dan pemetaan tata guna tanah. 

Berkaitan pengaturan kewenangan pemerintah desa, lebih rinci telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Desa. Selanjutunya Pasal 12 Ayat (2) huruf d menyatakan bahwa urusan 

pertanahan termasuk dalam urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar.3 

Selain itu, di dalam Hukum Islam segala aspek kehidupan telah diatur, 

ditata, dan disempurnakan berdasarkan hukum-hukum Islam yang bersumber 

dari Al-Qur’an dan Hadist. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku 

manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini karena 

salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan 

menghindari kerusakan. Salah satu metode hukum Islam yang digunakan untuk 

mengukur kemaslahatan adalah perspektif mas}lah}ah. Definisi mas{lah}ah secara 

bahasa berarti segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat atau bermakna 

kebaikan dan manfaat. Namun, ada banyak tokoh yang mengusulkan definisi 

ini, salah satunya adalah al-Ghazali, yang mengatakan bahwa maṣlaḥah pada 

awalnya berarti mengambil manfaat dan menolak mudarat. Jika melihat kepada 

beberapa pengertian tersebut, mas}lah}ah diartikan sebagai kemanfaatan secara 

 
3  Hierma in Putra i Dina ita i,”Piemba ingunain Aidministra isi Pierta ina ihain D iesa i (Studi di D iesa i 

La ira ingain Tiok iol, Kieca ima ita in Tla inaika in, Kaibupaitien Pa im ieka isa in)”, Thiesis ditierbitka in  (Siek iola ih 

Tinggi P ierta inaiha in Na isiiona il 2016), hlm. 2. http://riep iositiory.stpn.aic.id/1185/, diaiksies pa ida i ta inggail 

2 Ma iriet 2023. 

http://repository.stpn.ac.id/1185/
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bahasa dan meniadakan kemudharatan secara istilah. Dengan begitu mas}lah}ah 

mempunyai arti kebaikan dan keuntungan yang diperoleh dengan meninggalkan 

sesuatu atau dengan melakukan sesuatu dengan batasan hanya untuk 

mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat 

membawa keburukan. 

Konsep mas}lah}ah menjadi sebuah kajian yang dianggap penting dalam 

penemuan hukum Islam. Dalam khazanah hukum Islam keberadaannya cukup 

berpengaruh. Konsep mas}lah}ah jika ditelisik lebih dalam memiliki cangkupan 

yang sangat luas, meliputi berbagai jenis dan bentuk-bentuk yang spesifik. Para 

ulama membagi mas}lah}ah menjadi dua macam bagian, yang pertama dari segi 

kekuatan sebagai hujjah dan yang kedua dari keserasiannya dengan akal 

manusia dengan tujuan syara’. Pembagian yang pertama dibagi ke tiga bagian 

yaitu: Mas}lah}ah al-d}aru>riyyah, Kedua mas}lah}ah al-h}a<jiyyah, Ketiga, mas}lah}ah 

tah{si<niyyah. Sedangkan jika ditinjau dari sesuai tidaknya dengan tujuan syara’, 

mas}lah}ah juga dibagi ke dalam tiga macam, yaitu: Pertama, mas}lah}ah 

mut’abarah. Kedua, mas}lah}ah mulgha<h. Ketiga, Mas}lah}ah mursalah. 

Berdasarkan pembagian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan 

bahwa dalil tidak selalu selaras dengan maslahat. seperti halnya dengan jenis 

mas}lah}ah mulgha<h. Jenis maslahah ini tidak mendapatkan pengakuan dalam 

hukum-hukum syara’. Oleh karena itu, jumhur ulama memandang mas}lah}ah 

mulgha<h tidak dianggap keberadaannya dan tidak diperbolehkan menyandarkan 

maslahat kepada sesuatu yang ditolak oleh syariat. Maka berdasarkan 
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pembahasan tersebut dapat disimpilkan bahwa hanya mas}lah}ah mut’abarah dan 

mas}lah}ah mursalah lah yang diakui.4 

Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah mengenai Pengamanan dan pemeliharaan   

pasal 95 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa : 

(1) Pengelolaan Barang, Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada 

dalam penguasaannya. 

(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Meliputi: Pengamanan fisik, Pengamanan administrasi dan 

Pengamanan hokum 

Dalam praktek pengawasan di Kelurahan Rejasari, secara umum 

pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Daerah sudah cukup sesuai dengan 

Peraturan yang telah ditetapkan, Di Kelurahan Rejasari sudah menggunakan 

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Banyumas 

(SIMBADAMAS). Aplikasi ini di buat oleh pemerintah Kabupaten banyumas 

dengan tujuan untuk memudahkan penataausahaan aset di setiap kelurahan 

maka sistem yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk menata aset 

yang memiliki permasalahan yang cukup rumit dan kompleks diawali dengan 

melakukan inventarisasi melalui sensus barang sehingga dapat teridentifikasi 

macam, jenis dan kondisi aset. Aplikasi SIMBADAMAS merupakan program 

aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses penata usahan barang daerah 

secara otomatis dengan memanfaatkan pengelolaan data elektronik. Untuk 

dapat menjalankan apliaksi SIMBADAMAS diperlukan instalasi diantaranya 

(1) Aplikasi pengelolaan database Microsoft SQL Server, dan (2). Aplikasi 

 
4  Mohd. Rafi Riyawi, “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Persepktif 

Teori Maslahah”, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 3 no. 2, Juni 2021, hlm. 168-169. 

https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1761/897, diakses pada 6 Januari 2023. 
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SIMBADAMAS. Menu KIB awal digunakan untuk memasukan data barang 

yang telah tercatat sebelumnya secara manual. Dengan demikian menu ini 

dipergunakan hanya sekali pada saat memasukkan data awal. Selanjutnya hanya 

akan digunakana data Mutasi Barang Untuk melakukan pengolahan data.5 

 Dalam pengamanan fisik di kelurahan Rejasari selalu dilakukan 

pengecekan dan Rekonsoliasi setiap 6 bulan atau satu tahun sekali sebagai 

upaya pencegahan penurunan fungsi, Sementara itu, untuk barang-barang yang 

rusak atau hilang dapat dilakukan penghapusan sehingga aset yang dikelola 

adalah aset yang masih produktif. Selanjutnya data aset yang telah audited dan 

telah mendapat opini WTP selalu dijaga dan dipelihara dengan melakukan 

rekonsoliasi aset setiap semester antara SKPD Pengguna Aset termasuk unit 

kerja di dalamnya dengan DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang. Untuk 

pengamanan administrasi Meliputi Pembukuan, Kegiatan pendaftaran dan 

pencatatan BMD ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna 

Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan 

kodefikasi barang ke Aplikasi SIMBADAMAS. Melakukan Pembukuan BMD 

atas perolehan/penerimaan yang berasal dari pengadaan barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBD, kemudian dilaksanakan pada tanggal, bulan, tahun 

sesuai dokumen sumber perolehan/penerimaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dan untuk pengamanan hukumnya di Kelurahan 

 
5 T ieguh Budi Wid iod io dkk, “Impliem ientaitiion iof Bainyumais Riegiiona il G ioiods Ma ina igiem ient 

Infiormaitiion Systiem Aipplicaitiion (SIMBAiDAiMA iS) in Aissiet Aidministra itiion Bainyumais Rieg iency 

Giov iernmient” Fa ikultais iEk ioniomi dain Bisnis UNS iOiED, v iol. 5 nio.1, hlm. 1249. 

http://jp.f ieb.unsio ied.aic.id/indiex.php/Iciorie/a irticlie/vi iewFilie/1713/1645, diaiksies 25 Aigustus 2023. 
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Rejasari sudah terjaga atau sudah terlindungi oleh hukum. 6Akan tetapi masih 

terdapat beberapa masalah mengenai beberapa aset pemda pada bagian 

pertanahan, salah satunya mengenai pelanggaran perjanjian yang sudah dibuat 

oleh pihak kelurahan mengenai ketentuan yang harus disepakati oleh penyewa 

dan pihak kelurahan, masih terdapat beberapa penyewa yang belum tertib dalam 

pelaksanaan perjanjian yang seharusnya telah disepakati oleh kedua pihak. 

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah kelurahan Rejasari, 

salah satunya dengan sosialisasi dan pengarahan kepada warga mengenai aturan 

penggunaan lahan milik Pemda, serta sewa yang harus dibayarkan. Namun 

upaya tersebut belum mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya Tertib 

Admintrasi Pertanahan karena salah satu faktanya hingga saat ini masih terdapat 

asset tanah pemda yang masih digunakan oleh warga tanpa menaati perjanjian 

yang telah disepakati antara pemerintah kelurahan dengan penyewa. Seperti 

masalah yang ada di Purwokerto Barat yang bertepat di Kelurahan Rejasari 

dimana masih ada beberapa penyewa yang melanggar perjanjian yang telah 

disepakati. Salah satunya mengenai ketepatan waktu dalam pembayaran sewa, 

tanpa melakukan laporan kepada pihak kelurahan, meskipun pemerintah 

kelurahan selalu memberi peringatan dari mulai mengirim surat peringatan 

sampai pemerintah kelurahan melakukan kunjungan langsung kepada penyewa 

tersebut, guna menanyakan kendala yang penyewa hadapi dan mencoba 

memberikan solusi serta kebijakan kepada para penyewa dengan harapan 

masalah tersebut akan dapat terselesaikan, tetapi ternyata upaya tersebut belum 

 
6 Ha isil wa iwa inca ira i d iengain Ibu iErni (Siek ierta iris Luraih Rieja isa iri) paida i ta inggail 15 Aigustus 

2023. 
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berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi, masih terdapat beberapa penyewa 

yang tidak membayar sewa bahkan hingga bertahun-tahun. Selain itu juga 

masih terdapat beberapa penyewa yang berhenti menyewa tanpa melakukan 

pekaporan kepada pihak Kelurahan,7 

Hal inilah yang menjadi menarik untuk diteliti mengenai peran 

pemerintah  kelurahan terhadap Tertib Sewa Aset Pemerintah Daerah di 

Kabupaten Banyumas khususnya di kelurahan Rejasari, serta ditinjau dari 

Perspektif mas}lah}ah, maka dalam konteks ini penulis mencoba mengkaitkan 

dengan permasalahan mengenai tertib sewa aset tanah milik Pemda karena 

apabila Masyarakat terus melakukan pelanggaran dalam proses penyewaan aset 

akan sangat merugikan bagi Kelurahan dan juga masyarakat lain yang juga 

membutuhkan tanah tersebut untuk membantu menunjang kebutuhan hidup 

mereka yang membutuhkan. Karena apabila hal tersebut tidak segera ditangani 

oleh pihak kelurahan maka hal ini yang akan menimbulkan kemudharatan bagi 

masyarakat dan upaya pemerintah Kelurahan Rejasi dalam melaksanakan tertib 

adminitrasi sewa pertanahan merupakan salah satu upaya untuk mencapai 

kemaslahatan bagi seluruh masyarakat rejasari.  Hal ini untuk menggali nilai 

kemaslahatan atau konsep Hukum Islam akan permasalahan tersebut apabila 

ditinjau dari perspektif mas}lah}ah. 

 

 
7  Ha isil Wa iwa inca ira i d ienga in Ibu Sri (Sta if Aidministra isi Kieluraiha in Rieja isa iri) Ta ingga il 22 

Aigustus 2023 
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Maka dalam hal ini, penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut 

melalui karya ilmiah yang berjudul “PERAN PEMERINTAH 

KELURAHAN TERHADAP PELAKSANAAN TERTIB SEWA ASET 

PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS 

PERSPEKTIF MAS}LAH}AH  (STUDI KASUS KELURAHAN REJASARI 

KABUPATEN BANYUMAS)”. 

B. Definisi Oprasional 

1. Kelurahan 

 Di dalam P ieraturan P iem ierintah Niom ior 73 tahun 2005 t ientang 

kielurahan, dis iebutkan kielurahan adalah wilayah k ierja lurah s iebagai 

pierangkat daierah kabupat ien atau daierah k iota di bawah k iecamatan. 

S iehubungan d iengan hal t iersiebut, maka k ielurahan tidak bisa tierl iepas dari 

kiebijakan-kiebijakan yang diambil iol ieh piem ierintah kabupat ien atau daierah 

kiota di bawah k iecamatan (tiermasuk p iembinaan dan p iengawasan 

aparatnya). B iegitu juga d iengan p ielaksanaan iot ioniomi daierah, k ielurahan 

m ierupakan bagian dari p ielaksanaan iot ioniomi daierah itu s iendiri.8 

 Kielurahan s iebagai iorganisasi p iem ierintahan yang paling d iekat dan 

bierhubungan langsung d iengan masyarakat m ierupakan ujung t iombak 

kiebierhasilan p iembangunan k iota, dimana k ielurahan akan t ierlibat langsung 

dalam p ieriencanaan dan p iengiembalian p iembangunan s ierta pielayanan. 

Kielurahan ini juga dikatakan siebagai ujung t iombak kariena k ielurahan 

 
8 Piera itura in Piem ierinta ih N iom ior 73 T ienta ing K ieluraiha in. 

https://p iera itura in.bpk.gio.id/D ieta iils/49854/pp-nio-73-taihun-2005, dia iksies pa ida i ta inggail 23 Aigustus 

2023. 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/49854/pp-no-73-tahun-2005
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bierhadapan langsung d iengan masyarakat, iol ieh kariena itu kielurahan harus 

mampu m ienjadi t iempat bagi masyarakat untuk dis iel iesaikan atau 

m ienieruskan aspirasi dan k ieinginan t iersiebut k iepada pihak yang 

bierkiomp iet ien untuk ditindak lanjuti. Disamping itu p ieran k ielurahan di atas 

m ienj iembatani priogram-priogram p iem ierintah untuk di s iosialisasikan k iepada 

masyarakat s iehingga dapat dipahami dan didukung iol ieh masyarakat.9 

2. Perjanjian Sewa 

Perjanjian sewa-menyewa dalam Islam disebut sebagai al-Ija>rah 

berasal dari kata al-Ajru yang berarti Al-’Iwad{u atau berarti ganti, dalam 

pengertian syara’ al-Ija>rah adalah suatu jenis akad untuk mengambil 

manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam konteks KUHPerdata 

al-Ija>rah disebut sebagai sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu 

perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan 

kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu 

dan dengan pembayaran sejumlah uang sesuai kesepakatan.10 

3. Mas}lah}ah 

  Dilihat dari hubungan rakyat dengan pemimpin, berpijak pada dasar 

mas}lah}ah menurut Izzudin bin’Abd al-Salam bahwa seluruh syari’at 

Islam itu adalah mas}lah}ah, sama ada baik dengan cara menolak 

mafsadah maupan meraih mas}lah}ah yang nyata. Setiap perbuatan 

 
9 Ainugraih Riio Sa iputrai, “Kin ierja i Aipa ira itur  Piem ierinta ih Kieluraiha in Daila im Piela iya ina in Publik 

Di Kielura iha in Pa isa ir Pa igi Kieca ima ita in Sa ima irinda i K iota i”, ieJ iournail A idministra isi Niega ira i, v iol.3 nio.2, 

2014, hlm. 704. https://iejiournail.a ip.fisip-unmul.aic.id/sitie/?p=940, diaiksies pa ida i ta inggail 17 Miei 

2023. 
10  Abdul Ghofur Anshori, Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan 

Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 69-70. 

https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=940
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manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan dan ada juga yang 

membawa kepada mafsadah. Setiap perbuatan manusia itu ada yang 

membawa kepada kemaslahatan dan ada juga yang membawa kepada 

mafsadah. Setiap mas}lah}ah itu berkaitan dengan hal kebaikan, manfaat 

serta akan diperoleh pahala sekiranya dilakukan sebaik mungkin. Dari 

segi aspek syari’at, kemaslahatan dapat dibagi kepada tiga yaitu wajib 

dilaksanakan, ada yang harus dilaksanakan dan mubah dilaksanakan. 

Sedangkan mafsadah dibagi kepada dua yaitu haram dan makruh untuk 

dilaksanakan.11 

C. Rumusan Masalah 

Guna membuat pembahasan tetap fokus dan tidak meluas, batasan 

ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil kerangka waktu penelitian 

pada tahun 2023 dan batas lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas. Dengan 

latar belakang permasalahan dan keterbatasan tersebut, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan tertib  sewa aset 

Pemerintah Daerah di Kelurahan Rejasari Kabupaten Banyumas ? 

2. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah mengenai pelaksanaan tertib sewa aset 

Pemerintah Daerah di Kelurahan Rejasari Kabupaten Banyumas? 

 

 

 
11  Zulham Wahyudani, “Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah”, 

JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, vol. 12  edisi 1, 

2020, hlm. 48. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan tertib 

sewa aset pemerintah daerah di Kelurahan Rejasari Kabupaten 

Banyumas. 

b. Untuk mengetahui tinjauan mas}lah}ah mengenai peran pemerintah 

Kelurahan dalam pelaksanaan tertib sewa aset pemerintah daerah di 

Kelurahan Rejasari Kabupaten Banyumas. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

1) Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai salah satu bentuk 

pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti dan juga pembaca yang 

membahas masalah ini. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran pada bidang hukum perdata yang 

khususnya dalam hukum agraria maupun pelayanan publik. 

3) Sebagai pengembangan dan perluasan ilmu pengetahuan hukum 

yang bisa menjadi rujukan oleh peneliti peneliti yang akan meneliti 

masalah yang sama. 

4) Hasil penelitian ini diharapkan  bisa menjadi referensi dan masukan 

di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bagi pihak 

yang membutuhkan yang khususnya dalam menertibkan 

administrasi pendaftaran tanah yang pemerintah Kelurahan  

lakukan. 

 



 

 

12 

b. Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Sebagai wujud membantu penulis di dalam menyelesaikan 

permasalahan yang perumusannya terdapat pada penelitian ini. 

Sebagai pengembangan wawasan pada bidang penelitian dan juga 

bisa bermanfaat bagi peneliti yang meneliti masalah yang sama 

kedepannya. Harapan dari penelitian ini dapat memberikan 

gambaran dan evaluasi khususnya bagi pemerintah lokal kelurahan 

Rejasari dan masyarakat mengenai pentingnya tertib sewa aset 

pemerintah daerah 

2) Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat khususnya masyarakat sebagai sarana pengembangan 

pemikiran di dalam penyusunan kebijakan mengenai penyelesaian 

tertib administrasi bidang pertahanan. 

3) Bagi Pemerintah 

Dengan adanya penelitian ini sebagai bentuk hal yang bisa 

bermanfaat bagi pemerintah yang nantinya sebagai pengembangan 

pelayanan publik dan bentuk pemberian masukan kepada pihak yang 

kaitannya di dalam melaksanakan peran maupun tanggung jawab di 

dalam memberikan deskripsi bagaimana pemerintah desa di 

Kabupaten Banyumas pada penertiban sewa aset pemerintah daerah 
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di Kabupaten Banyumas sebagai wujud pencegahan 

penyalahgunaan hak atas tanah. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam menyusun karya tulis pada sebuah penelitian, digunakan sebagai 

acuan di dalam pemahaman mengenai persoalan yang sudah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya dengan kajian yang sama. Adapun karya tulis yang 

berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Azizah t ientang pieran Camat dalam m iembierikan p ielayanan p iengiel iolaan 

tanah di K iecamatan Suradad Kabupat ien Tiegal Priovinsi Jawa T iengah. Pada 

pienielitian ini m iet iodie yang digunakan kualitatif d ieskriptif yang dis iertai 

diengan adanya p iend iekatan induktif. D iengan m ienggunakan t ieknik 

piengumpulan data dalam b ientuk iobsiervasi wawancara dan juga 

diokum ientasi s iebagai studi k iepustakaan. Untuk t ieknik analisis datanya 

diengan p ienarikan k iesimpulan, p ienyajian data, dan juga r ieduksi data. Pada 

hasil p ienielitian dan p iembahasan t ierdapat k iesimpulan p ieran ppat yang 

m iemiliki pieran pada bidang p iertanahan sangatlah dip ierlukan untuk 

pielayanan dalam m iengiel iola piertanahan yang nantinya s iebagai p ieningkatan 

kiepiemilikan tanah untuk k iecamatan suradadi yaitu yang b ierpieran juga 

m ienjadi k ioiordinat ior dalam mienyiapkan surat untuk tanah dan juga siebagai 

pierantara dalam p ienyiapan surat tanah, s iebagai p ierantara dalam p ienyiapan 

surat tanah dan s iebagai p ierantara dalam p iendaftaran tanah12. P ieran camat 

 
12 Nur Aiziza ih, “P iera ina in Ca ima it Da ila im M iemb ie ierika in Piela iya ina in Aidministra isi Pierta ina iha in 

Di K ieca ima ita in Sura ida idi Ka ibupa itien Tiega il Pr iovinsi Ja iwa i T iengaih”. Jurnail MDSM, v iol.5, nio.1, Juni 

2018, hlm.64. https://iejiournail.ipdn.aic.id/JMSD/a irticlie/viiew/426, diaiksies pa ida i ta inggail 1 Ma iriet 

2023. 

https://ejournal.ipdn.ac.id/JMSD/article/view/426
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siebagai p ienyiedia jasa p iengiel iolaan lahan di k iecamatan Suradad dapat 

dikatakan baik. Kar iena kamat m ienjalankan tugasnya s iesuai diengan 

pieraturan yang b ierlaku, salah satunya adalah p iendaftaran tanah. 

2. Ardani t ientang P iersioalan Tiertib Administrasi P iertanahan M ielalui Kiegiatan 

P iendaftaran Tanah Yang B ierkieadilan. Tulisan ini miengkaji t ientang 

hambatan p ielaksanaan p iengiel iolaan tanah yang baik m ielalui piendaftaran 

tanah yang adil. M iet iodie pienielitian adalah analisis kualitatif hukum 

niormatif. Hasil kajian mienunjukkan bahwa dalam pielaksanaan 

piengieliolaan piertanahan yang tieriorganisir tierdapat kiendala intiernal 

untuk piendaftaran rieal iestat yang adil bierupa kietierbatasan sumbier daya 

manusia, bieban kierja piegawai Badan Piertanahan yang tidak siedikit, dan 

dalam praktieknya kiondisi siosial. Diewan Nasiional adalah pienting. 

masyarakat liokal diengan karaktieristik yang bierbieda bierdasarkan 

kiearifan liokal harus dipiertimbangkan. Hambatan iekstiernal masih bielum 

ioptimalnya partisipasi masyarakat, masih ada masyarakat yang tidak mau 

bierpartisipasi dalam piendaftaran tanah.13 

3. Skripsi karya Tri iOktaviani t ientang P ieran Dan Tanggung Jawab DPP 

Asiosiasi Piem ierintahan Diesa S ieluruh Indioniesia Priovinsi Lampung Dalam 

P iembierdayaan P iem ierintahan Diesa m iembahas di dalamnya m iengienai rioda 

piem ierintahan di dalam p ierkiembangannya yang m ienjadikan dasar hukum 

islam m ienjadi hukum t ierdiepan di dalam p iel ietakan prinsip-prinsip pada saat 

 
13 Airda ini M. N., Yusriyaidi dain Aina i Silvia inai, “Piersioa ila in T iertib Aidministra isi Pierta ina iha in 

M iela ilui K iegia ita in P iendaifta ira in Ta inaih Ya ing Bierk iea idila in” Jurna il P iembainguna in Hukum Ind ioniesia i, 

v iol.4, nio.3, 2022, hlm. 494–512. https://iejiournail2.undip.aic.id/indiex.php/jphi/airticlie/viiew/15162, 

dia iksies pa ida i ta inggail 18 Mair iet 2023. 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/15162


 

 

15 

m ierumuskan undang-undang dasar Islam yang m iencakup di dalamnya 

m iengienai hak asasi manusia yang m ienjadi jaminan untuk s ietiap masyarakat 

agar m ierieka m iemiliki k iedudukan yang sama pada lingkup hukum d iengan 

tidak adanya p ierbiedaan dari stratifikasi s iosial agama maupun backgr iound 

iekioniomi. Lama pada saat p ieraturan dan k iet ientuan ini dijalankan pada s ietiap 

kiebijakan yang m ienjadikan asas k ieadilan dan k iesielamatan s iebagai hukum 

yang utama.14 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun sistematika pembahasan 

dengan susunan: 

BAB I, pendahuluan tersusun dari latar belakang masalah, adapun 

definisi operasional, yang selanjutnya ada rumusan masalah, dan dilanjutkan 

dengan tujuan maupun manfaat dari penelitian dari penelitian dan sistematika 

dari penulisan. 

BAB II, rencananya akan berisi pembahasan tentang kajian Pustaka 

mengenai peran pemerintah kelurahan terhadap pelaksanaan tertib administrasi 

sewa aset pemda perspektif mas}lah}ah 

BAB III, metode penelitian di dalamnya termasuk mengenai objek dan 

juga subjek penelitian, adapun pendekatan penelitian dan juga metode 

pengumpulan dan analisis data.  

 
14 Tri iOkta iviaini, “Piera in Da in Ta inggung Jaiwa ib DPP Aisiosia isi Piem ierinta iha in Diesa i Sieluruh 

Indion iesia i Pr iovinsi Laimpung Da ila im Piemb ierdaiya ia in Piem ierinta iha in Diesa i Da ila im Piersp iektif Siyaisa ih 

Dusturiya ih”, skripsi, Laimpung: Fa ikultais Sya iria ih Dain Hukum Univiersita is Isla im N ieg ieri Ra id ien Intain 

La impung, 2021, hlm. 82. http://riep iositiory.ra id ieninta in.aic.id/14822/, diaiksies pa ida i ta inggail 20 Aipril 

2023. 

http://repository.radenintan.ac.id/14822/
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BAB IV, hasil penelitian dan pembahasan, bab ini disajikan hasil dari 

penyajian dan analisis data yang bersumber dari data primer maupun sekunder. 

Inti pada suatu penelitian terdapat pada bab ini, sebab pada bab ini terdapat 

analisis data yang peneliti kemukakan di bab sebelumnya di dalam mencari 

jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini. Tentunya ada pemaparan dan 

uraian analisis hasil penelitian di lapangan.  

BAB V, Penutup. Pada bagian penutup terdapat kesimpulan yang 

dihasilkan dari penelitian dan juga saran untuk penelitian selanjutnya bagi 

pembaca ataupun peneliti yang meneliti pada bidang penelitian yang sama 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemerintah Kelurahan 

1. Kelurahan 

Kelurahan lebih tepat diartikan sebagai bentuk “local state 

government” atau Pemerintah negara pada level Masyarakat lokal yang 

dalam praktek Pemerintahannya lebih mewakili kepentingan negara 

ketimbang kepentingan masyarakat. Ini yang barangkali membedakan 

posisi Kelurahan   sebagai perangkat   terkecil   Pemerintahan jika 

dibandingkan dengan Desa yang memiliki hak otonom penuh dalam 

menjalankan penyelenggaran Pemerintahannya. Kelurahan  dipimpin  oleh  

seorang yang  berstatus sebagai Pegawai  Negeri  Sipil, Kelurahan  adalah  

bentuk kesatuan  administratif  dan Lurah adalah Kepala administratif di 

bawah Kecamatan. 

Pergeseran kewenangan Lurah dapat dilihat dalam pasal 208 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Kepala Daerah dalam 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibantu Perangkat daerah, 

selanjutnya menurut Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat 

Daerah Kab / Kota  terdiri; 

a. Sekretariat  Daerah,  

b. Sekretariat DPRD,  

c. Inspektorat,  

d. Dinas,  

e. Badan,  

f. Kecamatan.   
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Posisi Kelurahan tidak lagi terlihat sebagai Perangkat Daerah,  tugas,  

fungsi  serta  kewenangan Lurah diberikan oleh Kecamatan sebagai 

perangkat daerah terendah di Pemerintahan. Kondisi ini tentu berbeda pada 

masa berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Camat 

dan Lurah memiliki wewenang penuh dan otonom dalam Penyelenggaraan 

pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Jadi, pada masa itu secara 

hukum posisi Camat dan Lurah sejajar dengan posisi para Kepala Dinas 

Daerah15. 

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di 

bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan 

merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau 

kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya 

lebih terbatas. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat 

daerah kabupaten yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab 

kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta 

melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan 

yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat 

hierarki.16  

 
15 iOkpairiza in, D ioni Sieptia in, “Kiewiena ingain Kielura iha in Pa isca i Unda ing-Undaing Niom ior 23 

Ta ihun 2014 Tienta ing Piem ierinta iha in Daiiera ih”, Jurnail Ilmu P iem ierinta ihain, viol. 1, nio.2, 2017, hlm.64, 

https://iojs.umra ih.aic.id/ind iex.php/k iemudi/airticlie/vi iew/739, dia iksies pa ida i ta inggail 21 Aigustus 2023. 
16  Da iniiel Filtieria intio Riobia il, ”P iera in P iemierinta ih Kielura ihain Da ila im Miewujudka in 

Kiep iemierinta iha in Ya ing Baiik”  (Sula iwiesi Uta ira i : 2007) 

https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/739
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Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil 

dari suatu komunitas pemerintahan Negara. Sehingga boleh dikatakan 

bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari 

sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan 

kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti 

masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan 

kewenangan yang cukup dalam mengurusi rumah tangga kelurahannya. 

Sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang 

dimiliki daerah tersebut.  

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan  

Menurut Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan manjadi empat 

bagian yaitu; 

a. Fuingsi pielayanan (puiblic s iervicie)  

b. Fuingsi piembanguinan (dievielopm ient)  

c. Fuingsi piembierdayaan masyarakat ( iempowiering)  

d. Fuingsi piengatuiran (rieguilation)  

P iem ierintah Kieluirahan adalah p iem ierintah yang m iembawahi 

piembagian wilayah administratif di Indon iesia di bawah k iecamatan. Dalam 

pielaksanaan tuigasnya, K ieluirahan m ienyiel ienggarakan fuingsi : 

a. P ielaksanaan k iegiatan piem ierintahan k ieluirahan; 

b. P ielaksanaan program dan k iegiatan p iembierdayaan masyarakat; 

c. P ieny iel ienggaraan pielayanan masyarakat di wilayah k ieluirahan; 

d. P ieny iel ienggaraan dan p iembinaan k iet ientraman dan k iet iertiban wilayah; 
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e. P ielaksanaan p iem ieliharaan prasarana dan fasilitas p ielayanan uimuim di 

wilayah k ieluirahan; 

f. P ielaksanaan p iembinaan dan fasilitasi p ieningkatan p iertuimbuihan 

iekonomi masyarakat diwilayah k ieluirahan; 

g. P ienyuisuinan dan sinkronisasi uisuilan program dan k iegiatan 

piembanguinan dan k iemasyarakatan. 

h. P iembinaan l iembaga sosial kiemasyarakatan dan swadaya gotong royong 

Masyarakat. 

i. P ielaksanaan tuigas lainnya yang dib ierikan ol ieh atasan/pimpinan s iesuiai 

diengan p ieratuiran yang bierlaku i.17 

3. Peran P iem ierintah K ieluirahan 

P iemimpin dalam Piem ierintah K ieluirahan dipimpin ol ieh Luirah, l ietak 

Luirah b ierpieran diengan piengguinaan k iewienangannya s iebagai p iemimpin. 

Mielaluii k iesaan formal yang m iel iekat s iebagai s ieorang piemimpin. S ielain 

biertuigas s iecara adminitratif dan m iembierikan pielayanan u imuim biesierta 

kiel iengkapan infrastuiktuirnya, Luirah s iebagai p iemimpin dalam mienjalankan 

amanat UiUi. 32 tahuin 2004 t ientang P iem ierintahan Daierah Pasal 127 ayat 3, 

m iempu inyai tuigas antara lain;  

a. pielaksanaan k iegiatan piem ierintahan k ieluirahan 

b. piemb ierdayaan masyarakat; 

c. pielayanan masyarakat;  

d. pienyiel ienggaraan k iet ient ieraman dan k iet iertiban uimuim; 

ie. piem ieliharaan prasarana dan fasilitas p ielayanan uimuim. 

 
17  Nio Naim ie, “Piera iturain Piem ierinta ih Niom ior 73 Taihun 2005 Tienta ing Kielura iha in”, 

http://binaip iemd ies.k iemiendaigri.g io.id, diaiksies pa ida i 21 Aigustus 2023. 

http://binapemdes.kemendagri.go.id/
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Dalam m ielaksanakan program p iembanguinan p iembierdayaan 

masyarakat s iecara partisipatif, K ieluirahan tidak b iekierja s iendirian, 

m ielainkan b iersama Liembaga P iemb ierdayaan Masyarakat Kieluirahan siebagai 

impliem ientasi kiebierlanjuitan dari good goviernancie pada tingkat 

Kieluirahan. 18  Salah satui pieran p ienting p iem ierintah k ieluirahan yaitu i 

m ienjalankan fuingsinya s iebagai p ienyiel ienggara p iem ierintahan. P ieran dan 

fuingsi p iem ierintah k ieluirahan m ieruipakan bagian p ienting dan m ienientuikan 

dalam p ienyiel ienggaraan p iem ierintahan. P iembientuikan Kieluirahan dituijuikan 

uintuik mieningkatkan kiemampuian p ienyiel ienggaraan p iem ierintahan k ieluirahan 

siecara b ierdayaguina, bierhasilguina dan p ielayanan t ierhadap masyarakat 

siesuiai d iengan tingkat p ierkiembangan dan k iemajuian piembanguinan. 

Para aparatuir piem ierintah k ieluirahan juiga b ierp ieran s iebagai 

pienyiel ienggara piem ierintahan s iesuiai d iengan PP No. 17 Tahuin 2018 T ientang 

Kiecamatan yaitui P ielaksanaan K iegiatan P iem ierintahan K ieluirahan, 

P ielaksanaan P iembierdayaan Masyarakat, P ielaksanaan P ielayanan 

Masyarakat, P iem ieliharaan Kiet ientraman dan Kiet iertiban Uimu im, Piem ielihara 

Sarana dan Fasilitas P ielayanan Uimuim yang m ienjadi tuigas dan fuingsi 

kieluirahan, s ierta P ielaksanaan Tuigas lain yang di b ierikan ol ieh Camat dan 

P ielaksanaan tuigas lain, siesuiai d iengan p ieratuiran pieruindang-uindangan.19 

 
18  Nio Na im ie, “Undaing-Undaing Riepublik Indioniesia i Niom ior 32 Taihun 2004 Tienta ing 

Piem ierinta ih Da iiera ih”, https://www.dpr.g io.id, diaiksies pa ida i ta inggail 20 Aigustus 2023. 
19  Ricio Mulya i Putra i, ddk., “Piera in Kielura iha in Daila im Pieny ielienggaira ia in Piemierinta iha in Di 

Kielura iha in Aingsa iu Kieca ima ita in Piela iiha iri Ka ibupaitien Ta inaih La iut” skripsi, Ba inja irma isin: Fa ikulta is 

Ilmu Siosia il da in Ilmu P iolitik Unviersita is Isla im Ka ilima inta in Muhaimmaid A irsya id Ail Ba inja iri 

Ba inja irma isin, 2020, hlm. 2. http:// ieprints.uniska i-bjm.aic.id/2442/, dia iksies pa idai ta ingga il 21 Aigustus 

2023. 

https://www.dpr.go.id/
http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2442/
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B. Perjanjian Sewa 

1. Pengertian Perjanjian Sewa 

Pasal 1548 KUHPerdata memberikan definisi mengenai persetujuan 

para pihak yang mengikatkan diri, di mana pihak satu menyerahkan 

kenikmatan suatu barang dengan ketentuan waktu, dan kesepakatan 

mengenai harga sewa oleh para pihak. Sewa menyewa, seperti halnya 

dengan jual beli dan perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian 

konsensual. Artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya 

sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang, harga, dan 

ketentuan waktu 20  Sewa-menyewa dalam Pasal 1548 KUHPerdata 

menggunakan istilah Huur en Verhuur memberikan pandangan bahwa 

seolah-olah kedua belah pihak saling meenyewakan. Padahal sebenarnya 

tidak demikian. Dalam prakteknya kegiatan sewa-menyewa yang terjadi 

ialah satu pihak memberikan kenikmatan suatu barang, dan pihak lainnya 

membayar atas kenikmatan barang yang disewanya. Dapat dipahami bahwa 

yang terjadi ialah hanya salah satu pihak saja yang menyewakan, bukan 

keduanya. Maka, apa yang dimaksud dalam Pasal 1548 sebatas persewaan 

saja. Dalam beberapa Pasal yang lain mengenai perjanjian sewa-menyewa 

ini hanya disebut dengan istilah sewa (huur) saja. Seperti ketentuan dalam 

Pasal 1501 dan 1570 KUHPerdata. Kemudian di Pasal lain digunakan istilah 

disewakan (verhuring), yaitu dalam Pasal 1568. Tetapi, meskipun terdapat 

 
20 Abdul Sani, “Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil 

Pada C.V. Mutiara Transportation di Kota Tegal”, Tesis diterbitkan (Pasca Sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 33. 
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berbagai perbedaan istilah tetap saja apa yang dimaksudkan ialah sewa atau 

persewaan.21 

Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian konsensuil yang 

objeknya dapat berupa barang dari macam apa saja dan dapat diadakan 

dengan tenggang waktu tertentu maupun tanpa waktu tertentu. Pasal 1556 

dan 1557 menyebutkan bahwa, pihak yang menyewakan hanya 

menanggung terhadap gangguan-gangguan yang disertai tuntutan hukum 

sudah wajar. Sekedar mengenai sewa tanah yang merupakan pelaksanaan 

dari UUPA(Undang-Undang Pokok Agraria) tetapi peraturan tersebut harus 

mengindahkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata 

sebagaimana aturan tentang perikatan dan perjanjian diatur di dalamnya.22 

2. Kewajiban Pihak yang Menyewakan dan Pihak Penyewa 

Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk: 

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa 

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa hingga barang 

tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang dimaksudkan. 

c. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan dari objek perjanjian sewa-

menyewa selama berlangsungnya persewaan.23 

Selanjutnya pihak yang menyewakan diwajibkan, selama waktu 

sewa, menyuruh lakukan pembetulan-pembetulan pada barangnya yang 

disewakan sesuai yang diperlukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil 

 
21 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 220. 
22 Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 39 
23 Subekti, Aspek-Aspek Hukum, hlm. 54. 
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yang menjadi kewajiban si penyewa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

1551 dan 1552 KUHPerdata bahwa, pihak yang menyewakan juga 

diwajibkan menanggung si penyewa terhadap semua cacad dari barang yang 

disewakan sedemikian rupa, meskipun si penyewa sendiri tidak 

mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa menyewa. Jika 

cacad-cacad tersebut mengakibatkan suatu kerugian bagi si penyewa, maka 

kepada pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi. 

Adapun mengenai kewajiban pihak penyewa dalam perjanjian sewa 

menyewa ialah menggunakan barang sewaan sebagai seorang bapak rumah 

yang baik. Konsep berlakunya asas tuan rumah yang baik dalam suatu 

perjanjian sewa-menyewa adalah karena objek perjanjian yang disewa oleh 

penyewa tersebut, bukanlah milik penyewa, melainkan milik orang yang 

menyewakan atau milik orang lain yang diberi kuasa oleh pemilik rumah 

sewa tersebut kepada pihak yang menyewakan untuk menyewakannya 

kepada pihak ketiga/pihak lain. 24  Artinya memperlakukan barang 

sebagaimana mestinya di mana seakan-akan barang tersebut adalah 

miliknya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut Pasal 1564 KUHPerdata 

menjelaskan bahwa, penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan atau 

kecacadan terhadap barang sewaan selama jangka waktu penyewaan yang 

telah disepakati, terkecuali apabila ia dapat membuktikan kerusakan atau 

kecacadan barang sewaan bukan karena kesalahannya 

 
24 Raminalai Dakhi, “Pelaksanaan Asas Penyewa Sebagai Tuan Rumah yang Baik dalam 

Suatu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah”, Tesis diterbitkan (Magister Kenotariatan Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 52. 
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Mengenai kewajiban yang selanjutnya yaitu membayar uang sewa. 

Sebagaimana bunyi Pasal 1393 ayat (1) dan (2) KUHPerdata tentang 

pembayaran uang sewa dapat dibayarkan di tempat persetujuan atau di 

tempat kediaman pihak yang menyewakan jikalau ternyata tempat 

pembayaran tidak disepakati. Terkecuali apabila pihak yang menyewakan 

berpindah kediamannya maka, pembayaran uang sewa juga dapat dilakukan 

di kediaman pihak penyewa. 

3. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1576 KUHPerdata 

menyebutkan, perjanjian sewa menyewa dapat diaktakan berakhir apabila 

ditentukan secara tertulis bahwa, sewa-menyewa berakhir dengan 

sendirinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan para pihak 

ketika menutup perjanjian. Dengan demikian, jika lama sewa-menyewa 

sudah ditentukan dalam persetujuan secara tertulis, perjanjian sewa berakhir 

tepat pada saat yang telah ditentukan. Artinya, pemutusan sewa dalam hal 

ini sudah tidak perlu lagi diakhiri dengan surat lain. 

Sewa-menyewa juga dapat berkahir dalam waktu tertentu yang 

diperjanjikan secara lisan. Pasal 1571 menjelaskan tentang perjanjian sewa 

dalam jangka waktu tertentu, tetapi diperbuat seacara lisan. Perjanjian 

seperti ini tidak berakhir tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, namun 

ia berakhir setelah adanya pemberitahuan dari salah satu pihak tentang 

kehendak mengakhiri sewa-menyewa. Dan itupun didasari dengan 

memperhatikan jangka waktu yang layak menurut kebiasaan setempat. 
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Maksudnya, dalam penghentian sewa-menyewa seacra lisan pengakhiran 

sewa harus memperhatikan jangka waktu penghentian (opzeggingstermijn) 

sesuai dengan kebiasaan setempat. Batas waktu antara penghentian dan 

pengakhiran inilah yang disebut dengan jangka waktu penghentian.25 

Selanjutnya mengenai pengakhiran sewa-menyewa baik secara 

tertulis ataupun lisan yang tidak ditentukan batas waktu berakhirnya yaitu, 

seacara umum dapat dipahami penghentian atau berakhirnya perjanjian 

sewa-menyewa berjalan sampai pada saat yang dianggap pantas oleh kedua 

belah pihak. 26  Penjelasan ini dapat menjadi pegangan karena undang-

undang sendiri tidak mengatur cara pengakhiran perjanjian sewa tanpa batas 

waktu. Undang-undang hanya mengatur perihal pengakhiran perjanjian 

sewa-menyewa seacra tertulis dan lisan yang di dalamnya berisi 

kesepakatan tentang batas waktu sewa-menyewa. 

Perjanjian sewa-menyewa dalam Islam disebut sebagai al-Ija>rah 

berasal dari kata al-Ajru yang berarti Al-’Iwad{u atau berarti ganti, dalam 

pengertian syara’ al-Ija>rah adalah suatu jenis akad untuk mengambil 

manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam konteks KUHPerdata 

al-Ija>rah disebut sebagai sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu 

perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan 

 
25  A Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Bersama 

Perkembangannya (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 13. 
26 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum, hlm. 240. 



 

 

27 

kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu 

dan dengan pembayaran sejumlah uang sesuai kesepakatan.27 

4. Pengaturan Perjanjian kerjasama Sewa Antara Pemerintah dengan Pihak 

Swasta 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditentukan Bahwa 

bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah: 

Pasal 27 

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa: 

a. Sewa; 

b. Pinjam Pakai; 

c. Kerja Sama Pemanfaatan; 

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau 

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 

 

Pasal 28 

(1) Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan terhadap: 

a. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; 

b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah 

diserahkan oleh Pengguna Barang kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota; 

c. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; 

d. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan 

yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;atau 

e. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

 

(2) Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dilaksanakan oleh Pengelola Barang. 

(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 

Gubernur/Bupati/ Walikota. 

(4) Sewa Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Pengguna Barang 

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. 

 

Pasal 29 

(1) Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain. 

 
27  Abdul Ghofur Anshori, Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan 

Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 69-70. 
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(2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) 

tahun dan dapat diperpanjang. 
(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat 

diperpanjang untuk: 
a. Kerja sama infrastruktur; 

b. Kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa 

lebih dari 5 (lima) tahun; atau 

c. Ditentukan lain dalam Undang-Undang. 

(4) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah 

dan/ atau bangunan ditetapkan oleh:  
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau 
b. Gubernur /Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. 

(5) Besaran Sewa atas Barang Milik Negara/Daerah untuk kerja sama 

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk 

kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih 

dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat 

mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis 

infrastruktur. 
(6) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Negara/Daerah selain tanah 

dan/atau bangunan ditetapkan oleh 
a. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk 

Barang Milik Negara; atau 

b. Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada kebijakan 

pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah. 

 
(7) Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan 

perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; 
c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan 

selama jangka waktu Sewa; dan 
d. Hak dan kewajiban para pihak. 

(8) Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah merupakan penerimaan negara 

dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum 

Negara/Daerah. 
(9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling vi 

lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa 

Barang Milik Negara/Daerah. 
(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 

penyetoran uang Sewa Barang Milik Negara/Daerah untuk kerja sama 

infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan 

Pengelola Barang. 
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B. Mas}lah}ah 

1. Pengertian Mas}lah}ah 

  Kata al-mas}lah}ah adalah kata bahasa arab, dari akar al-salah yang 

berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata al-mas}lah}ah adalah berbentuk 

mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya al-masalih. Sedangkan 

lawan dari kata al-Mas}lah}ah adalah kata al-mafsadah yaitu sesuatu yang 

banyak keburukanya. Menurut imam al-Ghazali, al-mas}lah}ah ialah 

memelihara tujuan-tujuan syara’. Al-mas}lah}ah dalam pengertian syar’i 

ialah meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara 

tujuan syara’. Menurut Al-Khwarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan al-mas}lah}ah adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara 

menghindarkan ke-mafsadah-an (keburukan) dari manusia. Menurut Sa’id 

Ramadan al-Buti menjelaskan pengertian al-mas}lah}ah sebagaimana 

diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefinisikan menjadi manfaat yang 

dimaksudkan al-Syar’I untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa 

pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda 

mereka sedangkan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori 

pemeliharaan tersebut.28 Jadi dapat dimaknai bahwa mas}lah}ah merupakan 

sesuatu yang membawa kebaikan. Karena setiap kebaikan yang dikaitkan 

dengan manusia dianggap sebagai mas}lah}ah meskipun mas}lah}ah itu 

terkadang tidak membawa kepada manfaat sepenuhnya kepada semua 

 
28  Amany Lubis, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Pandangan Komisi 

Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Pustaka 

Cendekiawan, 2018), hlm. 9-10. 
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manusia. Singkatnya mas}lah}ah adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

mendapatkan kebaikan atau menolak kemudharatan yaitu memelihara dan 

meraih tujuan-tujuan syara’ sekalipun sesuatu itu bertentangan dengan 

kehendak individu atau golongan. 

  Dalam konteks Pemerintahan Islam, dilihat dari hubungan rakyat 

dengan pemimpin, berpijak pada dasar mas}lah}ah menurut Izzudin bin’Abd 

al-Salam bahwa seluruh syari’at Islam itu adalah mas}lah}ah, sama ada baik 

dengan cara menolak mafsadah maupan meraih mas}lah}ah yang nyata. 

Setiap perbuatan manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan dan 

ada juga yang membawa kepada mafsadah. Setiap perbuatan manusia itu 

ada yang membawa kepada kemaslahatan dan ada juga yang membawa 

kepada mafsadah. Setiap mas}lah}ah itu berkaitan dengan hal kebaikan, 

manfaat serta akan diperoleh pahala sekiranya dilakukan sebaik mungkin. 

Dari segi aspek syari’at, kemaslahatan dapat dibagi kepada tiga yaitu wajib 

dilaksanakan, ada yang harus dilaksanakan dan mubah dilaksanakan. 

Sedangkan mafsadah dibagi kepada dua yaitu haram dan makruh untuk 

dilaksanakan.29 

2. Macam-macam Mas}lah}ah  

 Mas}lah}ah telah dijelaskan bahwa Syari’at Islam berorientasi pada 

kemanfaatan dan menitikberatkan pada keserasian hukum untuk 

memajukan kemaslahatan yang pada dasarnya bahwa hukum harus 

 
29  Zulham Wahyudani, “Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah”, 

JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, vol. 12  edisi 1, 

2020, hlm. 48. 
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melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan dapat dikategorikan ke 

dalam tiga kategori, yaitu: 

a. Mas}lah}ah Berdasarkan Segi Perubahan Maslahat 

Mustafa asy-Syalabi menyebutkan  bahwa terdapat dua bentuk 

maslahat berdasarkan segi Perubahan maslahat. Pertama al-maslahah 

as-sabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai 

akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, 

zakat, dan haji. Kedua, al-maslahah al-mutagayyirah, yaitu 

kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, 

waktu, dan subjek hukum Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan 

permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah 

makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya 

Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan 

untuk memberikan Batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang 

tidak berubah.30 

b. Mas}lah}ah Berdasarkan Keberadaan Mas}lah}ah Menurut Syara’ 

  Maslahat semacam ini Menurut Mustafa asy-Syalabi 

membaginya kepada tiga macam yaitu: 

1) Mas}lah}ah Mu’tabarah 

 Mas}lah}ah Mu’tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat 

dukungan oleh syara’. Baik dari jenis maupun bentuknya, yang 

 
30 Abdul Azis Dahlan, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam (Cet 3; Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hore, 1999), hlm. 1145. 
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berarti adanya dalil khusus yang menjadi dasar dari jenis dan bentuk 

kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman bagi orang yang 

meminum minuman keras, bentuk hukuman bagi orang yang 

meminum minuman keras telah terdapat dalam hadis Rasulillah Saw 

yang dipahami secara berlainan oleh ulama fikih. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh 

Nabi SAW Ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang 

meminum minuman keras, bahwa alat yang digunakan oleh 

Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali, 

Sementara terdapat dalam hadis lain yang menjelaskan bahwa alat 

pemukulnya adalah pelepah pohon kurma sebanyak 40 kali.  Atas 

hal tersebut setelah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para 

sahabat lain, telah menetapkan hukuman dera bagi orang yang 

meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Umar bin 

Khattab mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada 

orang yang menuduh orang lain berbuat zina dengan konsep 

logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila 

saat mabuk berbicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan 

menuduh orang lain berbuat zina. 

 Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat 

zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khattab 

dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang 

meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang 



 

 

33 

menuduh orang lain berbuat zina. Menuurt ulama ushul fikih, cara 

berfikir dengan analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang 

didukung oleh syara’. Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh 

syara’, baik dari jenis maupun bentuknya yang disebut dengan 

Mas}lah}ah Mu’tabarah. Menurut kesepakatan para ulama, 

kemaslahatan jenis ini yang dijadikan sebagai landasan hukum. 

2) Mas}lah}ah Mulgah 

 Mas}lah}ah Mulgah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh 

syara’ karena bertentangan dengan ketentuan syara’. Misalnya, 

syara’ menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan intim 

disiang hari pada saat bulan Ramadhan dikenakan hukuman 

memerdekakan buak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, 

atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Menurut Al-Lais bin 

Sa’ad seorang ahli madzhab Maliki di spanyol menetapkan 

hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seeorang yang 

melakukan hubungan intim dengan istrinya disiang hari pada bulan 

Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan 

hadis Nabi Saw, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus 

diterapkan secara berturut apabila tidak mampu memerdekakan 

budak, maka baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-

turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan 

hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak 

sehingga hal ini merupakan kemslahatan yang bertentangan dengan 
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kehendak syara’, sehingga hukumnya batal (ditolak) syar’. 

Kemsalahtan seperti ini Menurut kesepakatan ulama disebut 

Mas}lah}ah Mulghah. 

3) Mas}lah}ah Mursalah 

 Mas}lah}ah Mursalah adalah kemsalahatan yang didukung 

oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash 

yang rinci. Kemsalahatan yang keberadaanya tidak didukung oleh 

syara’ dan tidak pula dibatalkan oleh syara’ melalui dalil yang rinci. 

Kemaslahatan dalam bentuk terbagi menjadi dua, yaitu: 

kemsalahatan yang tidak didukung oleh syara’, baik secara rinci 

maupun secara umum, dan kemslahatan yang tidak didukung oleh 

syara’, baik secara rinci maupun secara umum tetapi didukung oleh 

makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai 

al-maslahah al-garibah (kemaslahatan yang asing), namun para 

ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti bahkan 

Imam asy-syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak 

Ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan 

kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah, 

yaitu kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash 

(ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.31 

 Adapun pemahaman dari Najmuddin at-Tufi Terhadap 

konsep maslahah mursalah atau kepentingan umum ini berpedoman 

 
31 Salma, “Maslahah”, hlm. 4-6. 
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pada Hadits No. 32 Arba’in Nawawi yang menyebutkan “la darara 

wa darara” yang artinya adalah “tidak memudaratkan diri sendiri 

dan tidak memudaratkan orang lain”. Hadits tersebut bermakna 

menghapus bahaya atau kerusakan Menurut syariat Islam, atau 

dengan kata lain dapat dimaknai menghapus “darar” (menimbulkan 

bahaya) dan menghasilkan manfaat. Terhadap hal tersebut  

Najmuddin at-Tufi membangun konsep mas{lah{ah mursalah 

berdasarkan pada empat prinsip yaitu: 

a) Akal bebas dalam menentukan maslahah mursalah dan 

mafsadat, khususnya dalam lingkup muamalat dan adat. Dalam 

hal ini untuk menentukan kemaslahatan atau kemafsadatan 

cukup dengan instrument akal, akan tetapi sekali lagi ditegaskan 

bahwa kemandirian akal hanya dalam bidang muamalah dan 

adat saja. 

b) Maslahah mursalah merupakan dalil syariah yang 

kehujjahannya tidak tergantung pada konfirmasi pada ketentuan 

yang ada pada Al-Qur’an dan Sunnah, namun hanya sebatas 

pada peran akal semata. Oleh sebab itu, dapat dimaknai pula 

bahwa maslahah mursalah merupakan dalil yang berdiri dalam 

menentapkan suatu hukum. 

c) Maslahah mursalah hanya berlaku pada lingkup muamalah 

(hubungan hukum antara sesame manusia) dan adat saja, 

sedangkan dalam lingkup ibadah (mahdah), tidak termasuk 
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objek maslahah mursalah. Dalam muamalah dan adat, maslahah 

mursalah dapat dijadikan dalil, namun dalam bidang ibadah 

maslahah mursalah tidak dapat dijadikan dalil karena ketentuan 

nash (dalil yang terdapat pada Al-Qur’an dan Sunnah) dan ijma’ 

lah yang dapat dijadikan dalil. Perbedaan ini muncul 

dikarenakan Menurut Najmuddin at-Tufi ibadah adalah hak 

prerogratif Tuhan, Sementara dalam muamalah dan adat, 

maslahah mursalah ada untuk memberikan kemanfaatan bagi 

umat manusia. 

d) Maslahah mursalah merupakan dalil yang paling kuat dalam 

lingkup muamalah dan adat, oleh sebab itu apabila antara ijma 

dan maslahah mursalah terjadi pertentangan maka yang 

didahulukan adalah mursalah mursalah. Akan tetapi penting 

untuk digarisbawahi bahwa keutamaan maslahah mursalah 

dilakukan bukan dengan jalan mengabaikn ketentuan yang ada 

pada nash dan ijma’, hal tersebut muncul semata-mata 

bersumber dari pemaknaan Hadits “tidak memudaratkan diri 

sendiri dan tidak memudaratkan orang lain”.32 

Ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-

mu’tabarah dapat dijadikan hujjah atau alasan dalam mentapkan hukum 

Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias, mereka 

 
32  Frans Limahelu, Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan 

Filsafat Hukum (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 79. 
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juga sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mulghah tidak dapat 

dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga 

dengan al-maslahah al-gharibah. Karena tidak Ditemukan dalam 

praktek. Adapun Terhadap kehujahan al-maslahah al-mursalah. Pada 

prinsipnya jumhur ulama madzhab menerimanya sebagai salah satu 

alasan dalam menetapkan hukum syara’, sekalipun dalam menentukan 

syarat, penerapan, dan penempatanya, mereka berbeda pendapat. 

c. Mas}lah}ah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. 

  Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian 

maslahat, berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, 

mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut: 

a) Mas}lah}ah Dharuriyyah 

 Mas}lah}ah Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang 

berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan 

di akhirat. Dengan kata lain Mas}lah}ah Dharuriyyah (kebutuhan 

pokok) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan 

dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, 

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan 

memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima 

kemaslahatan ini disebut al-masalih al-khamsah. Apabila 

kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur 

karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. 

Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia 
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dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi 

kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi. 

b) Mas}lah}ah Hajiyyah 

 Mas}lah}ah Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan 

dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar 

sebelumnya yang berbentuk dalam menyempurnakan kemaslahatan 

pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk 

mempertahankan dan memeliahara kebutuhan dasar manusia. 

Dengan kata lain, kebutuhan al-hajiyyah (kebutuhan sekunder), 

adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan 

tetapi tidak mencapai tingkatan dharury. Seadanyainya kebutuhan 

ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan 

meniadakan atau merusak kehidupanmu sendiri, namun 

keberadaanya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam 

kehidupanya. 

 Adapun tujuan Hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, 

dikelompokan menjadi tiga yaitu: 

1) Hal-hal yang diperintahkan didalam syara’ seperti mendirikan 

sekolah dalam hubunganya untuk menuntut ilmu, meningkatkan 

kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun 

seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak 

tercapai Upaya mendapatkan ilmu. Karena Menurut ilmu dapat 
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dilaksankan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah 

berada pada tingkat hajiyyah. 

2) Hal yang dilarang oleh syara’ melakukanya, menghindarkan 

secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang 

dharury, contohnya yaitu perbuatan zina berada pada tingkat 

dharury. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada 

perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk 

menutup pintu  bagi terlaksananya larangan zina yang dharury, 

misalnya khahvat dan sebagainya. 

3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukuma ruksah 

(kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan 

manusia. Pada dasarnya jika tidak ada ruksah pun tidak akan 

hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi manusia akan berada 

dalam kesempitan (kesulitan). Rukhsah ini berlaku dalam 

hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti 

jual beli salam, dalam jinayat. Seperti adanya maaf untuk 

membatalkan qishash bagi Pembunuh, baik diganti dengan 

membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali. 

c) Mas}lah}ah Thsiniyyah 

Mas}lah}ah Thsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya 

pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan 

sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang 

sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan 
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hidup manusia. Jika kemaslahatan Thsiniyyah ini tidak terpenuhi, 

maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan 

kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemlaratan 

dan kebinasaan hidup. Keberadaanya dikehendaki untuk kemuliaan 

akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.33 

3. Tujuan Mas}lah}ah 

 Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah 

adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi 

lima unsur pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda Istilah populer di 

kalangan ulama ushul disebut al-masahh al-khamsah. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

a. Pemeliharaan Agama 

   Berkaitan dengan pemeliharaan agama ini, dijelaskan dalam 

konterks dhururiyat, hijiyat dan tahsiniyat. Dalam konteks dhururiyat 

memelihara agama seperti melakukan shalat lima waktu, karena jika 

tidak dilakukan akan mebahayakan diri dan eksistensi agama. Pada 

konteks hijiyat, mas}lah}ah pemeliharaan agama dicontohkannya dengan 

melaksankanakan ketentuan agama untuk menghindari kesulitan, 

misalnya jamak dan ashar bagi orang yang berpergian atau musafir, yang 

jika tidak dilakukan akan mempersulit orang yang tidak melakukanya. 

 
33  Badriyah, Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak 

Hadanah Kepada Ayah Perspektif Maslahah dan Keadilan Gender (Jawa Timur: Uwais Inspirasi 

Indonesia, 2019), hlm. 23-27. 
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Selanjutnya dalam konteks tahsiniyat, yaitu upaya menutup aurat dan 

menjaga akhlak dalam mengambil maslahah pemelkiharaan agama. 

   Berdasarkan pemaparan tersebut telah menunjukan bahwa 

mengambil malahah dalam hal pemeliharaan agama merupakan inti yang 

sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mengambil manfaat dari ajaran 

agama yang secara hakiki sesuai dengan apa yang manusia butuhkan. 

Selain itu, upaya mengambil maslahah dalam konteks ini pula untuk 

menjaga eksistensi agama Islam di muka bumi yang dapat memberikan 

jaminan maslahah keselamatan di akhirat kelak. 

b. Pemeliharaan Jiwa 

   Pemeliharaan Jiwa merupakan hak asasi manusia untuk hidup 

sesuai dengan harkat dan martabatnya. Djamil menjelaskan dalam 

konteks dhururiyat, pemeliharaan jiwa ini sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan. Tidak terpenuhinya 

kebutuhan pokok akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Secara 

hijiyyat, proses memenuhi kebutuhan pokok harus dilakukan dengan 

cara yang baik atau halal. Hal ini jika tidak dilakukan tidak akan 

mengancam eksistensi manusia, namun akan mempersulit hidupnya 

kelak. Secara tahsiniyyat, pemeliharaan jiwa ada pada persoalan etika, 

misalnya etika makan. Jika tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi 

jiwa manusia, namun akan mempersulit manusia itu sendiri. 

   Djamil menjelaskan hal ini sebagai suatu proses peletarian umat 

manusia melalui pengembangan populasi. Pemeliharaan ini akan 
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memungkinkan manusia tetap hidup dan berkembang. Dilihat dari aspek 

dhururiyat, maka disyariatkan menikah utnuk terhindar dari perzinaan 

dan jika tidak dilakukan akan mengancam eksistensi keturunan manusia. 

Pada aspek hijiyyat, berkaitan dengan penyebutan jumlah mahar dan 

talak, jika tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi manusia tetapi 

mempersulit kehidupan manusia. Sedangkan pada aspek tahsiniyyat, 

proses pemeliharaan ini ditempuh melalui khitbah dan walimah. Apabila 

hal ini tidak dilakukan sama sekali tidak mengancam eksistensi 

keturunan, juga tidak mempersulit manusia itu sendiri dalam 

kehidupannya.34  

c.  Pemeliharaan Akal  

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara akal dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: diharamkan 

meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, 

maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. 

2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, contoh: dianjurkannya 

menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak 

akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam 

kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. 

 
34  St. Samsuduha, “Maslahah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam 

Islam”, Journal of Islamic Law, vol.1 no.2, Juli 2020, hlm. 121. 
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3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: 

menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu 

yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak 

akan mengancam eksistensi akal secara langsung. 

d. Pemeliharaan Harta 

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara harta dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: syari’at 

tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta 

orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, 

maka berakibat terancamnya eksistensi harta. 

2)  Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, contoh: syari’at tentang 

jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka 

tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan 

mempersulit orang yang memerlukan modal. 

3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: ketentuan 

tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini 

erat kaitannya dengan etika bermu’ammalah atau etika bisnis. Hal 

ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, 

sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya 

peringkat yang kedua dan pertama. 
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e. Pemeliharaan Keturunan  

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara keturunan dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: 

disyari’atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini 

diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. 

2) Memelihara keturunan dalam perringkat hajiyyat, contoh: 

ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada 

waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu 

tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami 

kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam 

kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak 

menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak 

harmonis. 

3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: 

disyari’atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini 

dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini 

diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan 

tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.35 

 
35  Arif Seto, “Konsep Tujuan Syariah”, Kemenag. Diakses pada 22 Oktober 2023. 

https://papua.kemenag.go.id/#!/detail  
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BAB III 

MiETODiE PiENiELITIAN 

 

A. Jienis Pienielitian 

P ien ieliti m iengguinakan j ienis p ienielitian kuialitatif pada p ienielitian ini. 

P iengiertian p ienielitian kuialitatif adalah yang s iecara uimuim dilakuikan d iengan 

piembierian mauipuin pienj ielasan m ieng ienai int ierprietasi dan juiga p iemahaman 

t ientang macam-macam pola p iengalaman s iesieorang dan p ierilakui dan juiga 

individui dalam s iegala bientuik. Tuijuian dari p ienielitian kuialitatif yaitui siebagai 

bientuik piemahaman suiatui fienom iena yang yang dialami ol ieh suibj iek pienielitian. 

Contoh saja p iersiepsi, pierilakui, motivasi, tindakan, mauipuin yang lainnya, jika 

dilihat siecara holistik d ieskriptif kont ieks ini dalam b ientuik alam yang tidak ada 

campuir tangan manuisia diengan optimal di dalam p iengguinaan m ietod ie ilmiah 

yang diguinakan s iecara uimuim.36 

P ien ielitian d ieskriptif kuialitatif miemiliki tuijuian s iebagai p ienggambaran 

pienghuibuingan dan juiga pienielaahan m iengienai informasi yang dip ierolieh dalam 

bientuik t iekstuial atauipuin asli dan juiga kont iekstuial diengan piemahaman mat ieri 

yang tuilisan ini bierguina di dalam miendapatkan k iej ielasan m iengienai piertanyaan 

yang dibahas dan k iemuidian dij ielaskan. 

P ien ielitian kuialitatif ini m iemiliki komponien yang ada tiga: p iertama data 

yang suimb iernya d iengan b ientuik wawancara dan juiga obs iervasi, k ieduia 

pienielitian kuilotip ini miencakuip prosieduir prosieduir yang dianalisis atauipuin 

 
36 Uma ir Sidiq dain Miftaichul Ch ioiri, Mietiodie P ienielitia in Kua ilita itif Di Bida ing Piendidikain 

(T iegail: CV Na ita i Ka irya i, 2019). hlm. 3. 
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adanya int ierprietasi yang tidak sama pada saat p iengguinaannya sampai 

dit iemuikannya t ieori, dan k ietiga dalam b ientuik laporan t iertuilis mauipuin vierbal 

diengan biersuimbierkan konfieriensi ilmiah atauipuin juirnal yang b ientuiknya yaitui 

biermacam-macam dan b iergantuing dari auidi iencie dan asp iek t iemuian yang 

dituinjuikkan.37   Kietiga asp iek yang m iembuiat pienielitian kuialitatif ini bierbieda 

diengan mod iel p ienielitian kuialitatif yaitui kariena adanya 2 tuijuian dari p ienielitian 

kuialitatif yaitui: piertama s iebagai bientuik dieskripsi dari hasil ieksplorasi yang 

sifatnya dieskriptif s iebagai b ientuik gambaran dari situiasi yang kompl ieks, dan 

yang kieduia s iebagai p ienj ielasan dan juiga pienggambaran antara f ienom iena dan 

juiga arguim ientasi dari orang-orang yang b ierpartisipasi pada p ien ielitian.38 

B. Piendiekatan pienielitian 

Pada p ienielitian ini p ienieliti miengguinakan piendiekatan pienielitian yuiridis 

iempiris ataui uimuimnya dik ienal diengan p ienielitian lapangan. Yang mana titik 

tolaknya yaitui t ierdapat pada data prim ier yang didapatkan pienieliti dari lapangan 

diengan m ielaku ikan wawancara d iengan b iebierapa informan yang dianggap dapat 

m iembierikan informasi uintuik m iengkaji k iet ientuian huikuim yang s iedang b ierlakui 

dan t ierjadi pada lingkuingan masyarakat m iengienai t iertib sewa aset pemda 

khuisuisnya di K ieluirahan R iejasari Kabuipat ien Banyuimas. 

C. Lokasi Pienielitian 

P ien ielitian yang dilakuikan akan akan b ierlokasi di Kielu irahan R iejasari 

Kabuipat ien Banyuimas, Provinsi Jawa T iengah. 

 
37 Rula im Aihma idi, Mietiodie P ien ielitia in Kua ilita itif (Yiogyaika ira irta i: t.p, 2014), hlm. 4. 
38 Jioha in Sietia iwa in Ailbi Ainggitio, Mietiodioliogi Pien ielitia in Kua ilita itif (Suka ibumi: CV Jieja ik 

Publish ier, 2018), hlm. 7. 
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D. Suibjiek Pienielitian 

Suiby iek dalam p ien ielitian ini adalah masyarakat, p iem ierintah Kieluirahan 

dan pietuigas. 

E. Suimbier Data 

1. Suimbier Data Prim ier 

 P iengiertian dari data prim ier yaitui data yang s iecara langsuing 

m iembierikan informasi yang uitamanya p ienieliti buituihkan dalam p ienielitian 

yang s iedang dilakuikan. Data primer yang didapatkan melalui observasi 

dengan menggunakan observasi, dan wawancara pribadi dengan informan 

sebanyak 3 orang yaitu Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Staf, serta 

mengunjungi 3 bidang tanah aset milik Pemda di kelurahan Rejasari untuk 

dapat memperoleh data lapangan mengenai pengelolaan aset pemda di 

kelurahan Rejasari. 

2. Suimbier Data S iekuindier  

Data s iekuindier bierasal dari bacaan ataui kiepuistakaan d iengan adanya 

sierangkaian analisis juirnal dan catatan buikui atauipuin kuitipan kuitipan dan 

juiga pienielaahan p ieruindang-uindangan, khuisuisnya m ienielaah m ieng ienai 

pieran p iem ierintah lokal t ierhadap t iertib administrasi p iertanahan khuisuisnya 

di Kielu irahan R iejasari Kabuipat ien Banyuimas.  

S ierta data s iekuindier bieruipa data t iertuilis ataui hasil wawancara yang 

buikan m ieruipakan data prim ier dan sifatnya m iel iengkapi data yang dip ierolieh 

dari suimb ier data prim ier. 

F. Mietodie Pienguimpuilan Data 

1. Obsiervasi 
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Obsiervasi diartikan s iebagai pada saat p iengamatan obj iek dari 

pienielitian dilaksanakan tidak langsuing mauipuin langsuing yang nantinya 

data ini akan dip ierolieh dan akan dikuimpuilkan s iebagai pien ielitian. S iecara 

langsuing adalah p iengamatan yang dibantui m ielauii m iedia 

visuial/auidiovisuial.39 Obsiervasi dalam p ienielitian ini dilakuikan d iengan cara 

piengamatan s iecara langsuing tierhadap obj iek pienielitian, dimana pienieliti 

tuiruin langsuing kie lapangan. 

2. Wawancara 

P ienguimpuilan data d iengan m ietod ie wawancara t iermasuik m ietod ie 

yang paling siering diguinakan uintu ik j ienis pienielitian kuialitatif. Piembicaraan 

dalam b ientuik wawancara di p ien ielitian kuialitatif m iemiliki tuijuian yang 

diawali d iengan b ientuik piertanyaan informal. Wawancara pada p ienielitian 

krieatif l iebih kiepada p iercakapan dalam b ientuik p iertanyaan informal k ie 

formal.40 Wawancara diartikan s iebagai piercakapan dari narasuimbier yang 

dib ierikan p iertanyaan dari p ienieliti yang m iewawancara yang nantinya hasil 

wawancara s iebagai data dari p ienielitian lapangan. Wawancara dalam 

pienielitian ini dilakuikan pienieliti tierhadap masyarakat, p iem ierintah diesa 

khuisuisnya di Kieluirahan R iejasari Kabuipat ien Banyuimas t ierkait p ieran 

piem ierintah local dalam pielaksanaan t iertib administrasi p iertanahan. 

3. Dokuim ientasi 

 
39  H Sya ipitri, Aimila i da in J. Airitiona ing, Buku Aija ir Mietiod ioliogi Pienielitia in Kiesieha ita in 

(Ma ila ing: Aihlimiedia i Pr iess, 2021), hlm.5. 
40 Aifiya inti dain Ra ichma iwa iti, Mietiod ioliogi P ienielitia in Kua ilita itif Da ila im Risiet Kiep iera iwa ita in  

(Yiogyaika irta i: PT Ra ija i Gra ifind io, 2014). 
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Dokuim ientasi adalah m ietod ie dalam bientuik catatan saat 

m ienguimpuilkan data yang s iet ielah dip ierolieh dari suiatui kiejadian nyata 

m iengienai k ieadaan sosial yang su idah s iesuiai dari faktor-faktor pada suibj iek 

pienielitian. Mietod ie dokuim ientasi dalam p ienielitian ini dilakuikan p ienieliti 

diengan m iengambil b ierbagai macam dokuim ien-dokuim ien yang b ierkaitan 

diengan pros ies pielaksanaan t iertib administrasi p iertanahan. 

G. Mietodie Analisis Data 

Pada p ienielitian kuialitatif di dalam analisis data yaitui m iemiliki sifat yang 

suibj iektif yang di dalamnya ada instruim ien uitama di dalam analisis data dan 

piengambilan data p ienielitian. Kiegiatan analisis data dalam piendiekatan kuialitatif 

t ierdapat 5 tahap yang p iertama yaitui data yang disiapkan, p iengorganisasian data 

siepierti dalam b ientuik foto landscap ie fotografi dan juiga luikisan, rieduiksi data 

yang dimasuikkan dalam b ientuik t iema dan t ierjadi sinkronisasi m ielaluii pros ies 

kodifikasi, p iembuiatan kondiensasi ataui ringkasan dalam bientuik kodie yang 

suidah dihasilkan, dan adanya pr iesientasi m iengienai data dalam b ientuik tabiel 

gambar mau ipuin matieri dalam diskuisi. 

Di dalam analisis data t ierdapat aktivitas s iepierti pienguimpuilan data, 

rieduiksi data, p ienyajian data dan adanya ringkasan dan juiga v ierifikasi. 

Komponien-kompon ien yang dij ielaskan dalam arah g ierak siebagai b ierikuit: 

1. P ienguimpuilan data (data coll iection) 

 P ienguimpuilan data adalah k iegiatan dan juiga pros ies di dalam 

pienguimpuilan data agar data t iersiebuit dinyatakan valid dan 2 kr iedib iel diengan 

t ieknik p iengolahan data obs iervasi, wawancara, dan dokuim ientasi. 
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2. R ieduiksi data (data r ieduiction) 

R ieduiksi data m ieruipakan k iegiatan m iemilih data dan m iemilah-milah 

data dari data yang suidah t ierkuimpuil, kiemuidian dis iedierhanakan dan 

difokuiskan. Maka dip ierol ieh data yang dip ierluikan dan diklasifikasikan 

m ienjadi l iebih sp iesifik. 

3. P ienyajian data (data display) 

P ienyajian data yaitui diengan m iembierikan data yang ditampilkan 

yang su idah dilakuikan rieduiksi dan klasifikasi liebih spiesifik dalam bientui 

tabiel, grafik, dan histogram. Dalam p ienielitian kuialitatif juiga m ienampilkan 

data dalam b ientuik uiraian singkat yang b ierbientuik naratif. 

4. Mienarik k iesimpuilan (vierification) 

Kiesimpuilan dihasilkan dari b ierbagai kiegiatan yaitu i pienguimpuilan 

data t ierhadap t iemuian barui m ielaluii rieduiksi data dan p ienyajian data yang 

m ienghasilakan data-data kriedib iel artinya diduikuing ol ieh bu ikti-buikti valid 

dan riealib iel. 

Kiesimpuilan awal m iemiliki sifat hanya s iem ientara yang akan ada 

pieruibahan jika buikti-buikti kuiat tidak dit iemuikan s iebagai p ienduikuing dari 

tahap pada saat m ienguimpuilkan data s ielanjuitnya. Tapi jika kiesimpuilan pada 

tahap awal ini t ierdapat buikti-buikti s iebagai pienduikuing yang valid dan juiga 

konsistien pada saat p ienieliti k iembali m ienguimpuilkan data di lapangan 

kiesimpu ilannya hasil pienielitian ini kr iedib iel.
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BAB IV 

HASIL DAN PiEMBAHASAN 

A. Profil Piemierintahan Kieluirahan Riejasari 

 

Kielu irahan R iejasari adalah salah satui kieluirahan di K iecamatan 

Puirwokierto Barat yang m iempuinyai tipilogi bieruipa daratan. Luias Kieluirahan 

R iejasari adalah 148,90 km2 dan uintuik liebih j ielasnya t ientang juimlah pienduiduik 

di Kieluirahan R iejasari dapat di j ielaskan pada tab iel di bawah ini : 

 

   

 

 

Data t iersiebuit di atas dip ierolieh dari Laporan Builanan K iepienduiduikan 

yang ruitin di uipdat ie dalam rangka u intuik m iengietahuii juimlah p ienduiduik yang 

pindah piergi, pindah masuik, lahir dan mieninggal. Uipdat ie data dan p ielayanan 

administrasi k iepienduiduikan bisa dilakuikan s iecara manuial diengan datang k ie 

ruiang pielayanan kantor K ieluirahan R iejasari. 

 

No  Keterangan  Jumlah  Keterangan 

1 Luas Wilayah  148,90  Km2   

2 Jumlah Penduduk  8.258 Jiwa  Per Maret Th 2023 

3 Jumlah Penduduk Laki Laki  4.197 Jiwa  Per Maret Th 2023 

4 Jumlah Penduduk Perempuan  4.061 Jiwa  Per Maret Th 2023 

5 Jumlah KK  3.009 KK  Per Maret Th 2023 
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S ielain itui, Kieluirahan R iejasari m iempuinyai batas-batas wilayah yang 

siebagian biesar b ierbatasan d iengan daratan milik kieluirahan lain. Adapuin batas-

batas wilayah K ieluirahan R iejasari dapat di lihat dari bagan di bawah ini : 

 

 S ielain batas – batas wilayah t iersiebuit diatas, b ierdasarkan P ieratuiran 

Buipati No 68 Tahuin 2018 t ientang Kieduiduikan, Suisuinan Organisasi, Tuigas dan 

Fuingsi sierta Tata K ierja Kiecamatan di Kabuipat ien Banyuimas maka K ieluirahan 

R iejasari di pimpin olieh sieorang luirah dan dibantui olieh 1 orang s iekiertaris 

kieluirahan, k iemuidian miembawahi 3 orang : 

 

 

 

 

 

KELURAHAN REJASARI

SEBELAH UTARA :

KELURAHAN KOBER

SEBELAH TIMUR :

KELURAHAN BANTARSOKA

SEBELAH SELATAN :

KELURAHAN PASIRMUNCANG

SEBELAH BARAT :

KELURAHAN PASIR KIDUL

LURAH REJASARI

KASI TATA PEMERINTAHAN & 
PELAYANAN

STAF / KAYIM STAF / KAYIM

KASI PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT

STAF STAF

KASI 
TRANTIBUM

STAF STAF

SEKLUR

STAF STAF
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kiepala s ieksi, sierta m iempuinyai staf fuingsional uimuim 1 orang, staf honor ier 

siebanyak 2 orang kayim dan 4 orang. Adapuin uintuik kieduiduikan dan jabatan 

pierangkat di K ieluirahan R iejasari dapat dijabarkan pada bagan di bawah ini: 

  Adapuin nama dan jabatan Lu irah biesierta pierangkat Kielu irahan R iejasari 

adalah sbb : 

1. Luirah R iejasari : Ning Anggoro iEni, S.Pd. 

2. S iekrietaris K ieluirahan : iErni Martianawati, S.Pd.SD. 

3. Kasi Tata P iem ierintahan & Pielayanan : Lili Sriatuin, S.Sos. 

4. Kasi P iembierdayaan Masyarakat : Siti Faikoh, SiE. 

5. Plt. Kasi Trantibuim : Tri Yuida Tama, ST. 

6. Staf PNS : Sri Muilyati 

7. Staf Honorier : 1. Suipangat Nui’man 

   2. Darso 

   3. iEryk Fiery Sietyabu idi 

   4. Vara Aguistina, S.Pd. 

   5. Sipar. Al Muichdori  

   6. Suitikno 
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Kiemuidian dari s iegi piembagian wilayah K ieluirahan R iejasari t ierbagi 

dalam 9 wilayah Ruikuin Warga (RW) dan 48 Ruikuin Tietangga (RT). S iemuia 

wilayah di pimpin ol ieh s ieorang Kietuia RW dan K ietuia RT. B ierikuit ini tab iel 

piembagian wilayah RW dan RT yang ada di K ieluirahan R iejasari  

 

 

 

 

 

 

No 

Wilayah 

RW 

Wilayah RT Ju imlah 

1 RW 01 RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05 5 

2 RW 02 RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05 5 

3 RW 03 

RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, 

RT 07 

7 

4 RW 04 RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06 6 

5 RW 05 RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05 5 

6 RW 06 RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 4 

7 RW 07 

RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, 

RT 07 

7 

8 RW 08 RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05 5 

9 RW 09 RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 4 
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Di sisi lain, K ieluirahan R iejasari m iemiliki b iebierapa as iet piem ierintahan 

yang suidah dibanguin, di rawat s ierta dik ielola d iengan baik ol ieh warga 

masyarakat. B ierikuit daftar as iet yang ada di K ieluirahan R iejasari: 

No Nama Asiet Ju imlah K ietierangan 

1 Gieduing P iem ierintahan 7 

Gieduing Kantor K ieluirahan 

R iejasari, Gieduing Kantor 

Kiecamatan Puirwok ierto 

Barat, Gieduing Kantor 

Korwilcam Puirwok ierto 

Barat, Gieduing Kantor 

P ierhuitani Banyu imas Barat, 

Gieduing Kantor KUiA 

Puirwokierto Barat, G ieduing 

Puiskiesmas Puirwok ierto 

Barat, Gieduing Kantor 

KKBPK Puirwok ierto Barat 

2 Ruimah Sakit 1 

Gieduing Ruimah Sakit Islam 

Puirwokierto 

3 TK / PAUiD 5 

Gieduing PAUiD Puitra 

Madani, Gieduing PAUiD 

Taman Indria 2, G ieduing TK 

Diponiegoro 146, Gieduing TK 
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Diponiegoro 119, Gieduing BA 

Nuirani Aisyiyah 

4 S iekolah Dasar 3 

Gieduing SD N 1 R iejasari, 

Gieduing SD 2 R iejasari, 

Gieduing SD 3 R iejasari 

5 S iekolah Lanjuitan 1 

Gieduing SMK Wiworotomo 

Puirwokierto 

6 Lapangan 1 Lapangan R iejasari 

7 P iemakaman Uimuim 3 

P iemakaman Uimuim Watui 

Kuining, P iemakaman Uimuim 

Sijieruik, P iemakaman Uimuim 

Mbah C ieming 

8 Ipal Komuinal 2 

Ipal Komuinal Duikuih 

Manuinggal, Ipal Komuinal 

S iemingkir 

9 Bank 2 

Gieduing BKK Puirwokierto 

Barat & Gieduing BRI Uinit 

R.A Wiryaatmaja 

10 TPST 1 TPST Viet ieran 
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Adapuin Visi dan Misi K ieluirahan R iejasari siebagai bieriku it : 

1. Visi 

Tierwuijuidnya Kieluiarga S iehat, C ierdas, B ierdaya, B ieriman dan B iertaqwa 

Mienuijui Indoniesia Majui di Tahuin 2024. 

2. Misi 

a. Miembientuik karakt ier k ieluiarga m ielaluii Pola Asuih yang s iesuiai d iengan Nilai 

Dasar Pancasila; 

b. Mieningkatkan p iendidikan dan iekonomi k ieluiarga; 

c. Miempierkuiat kietahanan kieluiarga m ielaluii piem ienuihan pangan, sandang, 

ruimah s iehat layak huini s ierta tata laksana ruimah tangga; 

d. Mieningkatkan kiesiehatan kielu iarga, lingku ingan dan p ieriencanaan s iehat. 

e. Modiernisiasi organisasi PKK d iengan m iemanfaatkan t ieknologi informasi.41 

B. Pielaksanaan Tiertib Administrasi Sewa Aset Pemda di Kieluirahan 

Riejasari 

Kielu irahan m ieruipakan wilayah k ierja Luirah s iebagai P ierangkat Daierah 

Kabuipat ien atau i kota Kielu irahan dipimpin ol ieh s ieorang Luirah yang b ierstatu is 

siebagai P iegawai N iegieri Sipil dan k ielu irahan m iemiliki hak m iengatu ir wilayahnya 

l iebih t ierbatas. Kielu irahan m ieruipakan wilayah k ierja lu irah s iebagai p ierangkat 

daierah kabu ipat ien yang b ierada di bawah k iecamatan dan b iertanggu ing jawab 

kiepada camat. K ielu irahan m iempu inyai tu igas dan fuingsi m ielaksanakan 

kiewienangan p iem ierintahan yang dilimpahkan ol ieh camat s ierta m ielaksanakan 

 
41 Ha isil wa iwa inca ira i d iengaia in ibu Va ira i Aigustina i (Sta if K ieluraiha in Rieja isa iri) pa idai ta inggail 22 

Aigustus 2023. 
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tuigas piem ierintahan lainnya s iesuiai k iet ientu ian pieruindangan yang b ierlakui. 

Huibuingan k ierja kiecamatan d iengan kielu irahan biersifat hi ierarki.42 

Kepala desa atau lurah berwenang memimpin penyelenggaraan 

pemerintah desa meliputi mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, 

memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan 

peraturan desa, menetapkan APBD, membina kehidupan, ketentraman dan 

ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa 

serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Sebagaimana dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Pasal 4 yang mengatur 

Kedudukan dan Tugas disebutkan bahwa: 

(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai 

tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah 

melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati/Walikota. 

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan 

prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. 

(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. 

 
42 Da iniiel Filtieria intio Riobia il,”P iera in P iemierinta ih Kielura ihain”, hlm. 23. 
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(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan 

berpedoman pada Peraturan  Menteri. 

Penjelasan atas PP. No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Pasal 4 yang 

mengatur Kedudukan dan Tugas Lurah bahwa yang dimaksud dengan “urusan 

pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan 

pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah. Salah 

satunya terkait pelaksanaan tertib administrasi sewa aset pemda di Kelurahan 

Rejasari yang diimplementasikan berpedoman pada P ieratu iran Bu ipati 

Banyuimas Nomor 12 Tahu in 2016 Tientang P iengielolaan Barang Milik Da ierah 

m iengienai P iengamanan dan p iem ieliharaan   pasal 95 ayat (1) dan (2) dan 

P ieratuiran Buipati Banyuimas Nomor 6 Tahuin 2009 Pasal 14 dan 15 tentang 

Pemanfaatan Aset Pemda dalam bentuk Sewa. 

Dalam P ieratu iran Bu ipati Banyu imas Nomor 12 Tahu in 2016 T ientang 

P iengielolaan Barang Milik Da ierah m iengienai P iengamanan dan p iem ieliharaan   

pasal 95 ayat (1) dan (2) dis iebuitkan bahwa: 

(1) P iengielolaan Barang, P iengguinaan Barang Milik Daierah yang b ierada 

dalam pienguiasaannya. 

(2) P iengamanan Barang Milik Daierah s iebagaimana dimaksuid pada 

ayat (1), Mielipuiti: 

a. P iengamanan fisik; 

b. P iengamanan administrasi; dan  

c. P iengamanan huikuim 

 

Dalam prakt iek piengawasan di K ielu irahan R iejasari, s iecara u imuim 

piengielolaan dan p iengamanan Barang Milik Daierah su idah cuikuip s iesuiai diengan 

P ieratu iran yang t ielah dit ietapkan, Mienu iruit kiet ierangan Ibui Sri Mu ilyati sielakui staf 

PNS di Kielu irahan R iejasari Kiecamatan Pu irwokierto Barat Kabu ipat ien Banyu imas 

m ielaluii wawancara yang dilaku ikan p ienuilis, pada saat ini sist iem administrasi 
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piertanahan yang digu inakan ol ieh Kielu irahan R iejasari yaitui P ieratu iran P iem ierintah 

No 24 Tahu in 1997 d iengan impl iem ientasi P ieratu iran P iem ierintah No 18 Tahu in 

2021. Ibui Sri Muilyati juiga m ienierangkan bahwa p ielayanan kantor Kieluirahan 

R iejasari siesu iai diengan p ieratu iran administrasi p iertanahan dan t ielah s iesuiai 

diengan standar op ierasional p ielayanan p iertanahan, namuin hanya s iebagian 

masyarakat R iejasari yang suidah m iendaftarkan tanah miliknya. 43  Dalam  

P ieratu iran P iem ierintah No 18 Tahu in 2021 m iengatu ir bahwa administrasi 

piertanahan dapan dilaku ikan s iecara iel iektronik, hal tiersiebuit t ielah dir iealisasikan 

Kabuipat ien Banyuimas diengan adanya aplikasi Sist iem Informasi Manaj iem ien 

Barang Daierah Banyuimas (SIMBADAMAS). Aplikasi ini di buiat ol ieh 

piem ierintah Kabuipat ien banyuimas d iengan tuijuian uintuik miemuidahkan 

pienatauisahaan as iet di s ietiap k ieluirahan maka sist iem yang dibuiat dis iesuiaikan 

diengan kiebuituihan. Uintuik m ienata asiet yang m iemiliki p iermasalahan yang cuikuip 

ruimit dan komplieks diawali d iengan m ielakuikan inv ientarisasi m ielaluii s iensuis 

barang siehingga dapat t ieridientifikasi macam, j ienis dan kondisi as iet. Salah satui 

asiet yang dimiliki p iem ierintah kabuipat ien Banyuimas adalah piertanahan. 

S iecara u imuim statuis tanah dapat dibagi m ienjadi duia k ielompok yaitui 

tanah niegara dan tanah pribadi. Bangu inan yang bierdiri siecara hu ikuim buikan 

m ieruipakan bagian dari tanah dan k iepiemilikan tanah b iersifat p iersieorangan, 

buikan kom iersial, maka haruis ada s iertifikat t iersiendiri uintu ik bangu inan 

kom iersial. T ierdapat du ia kat iegori tanah n iegara : 

a. Tanah n iegara hak yang t ielah dit ietapkan u intu ik orang ataui badan hu iku im 

 
43 Ha isil wa iwa inca ira i b iersa ima i Ibu Sri Mulya iti siela iku Sta if PNS di K ielura ihain Rieja isa iri pa ida i 

20 Sieptiemb ier 2023 pukul 10.00 WIB. 
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b. Tanah n iegara biebas ataui tanah niegara tanpa hak yang m iel iekat.44 

P ieng ielolaan data tanah yang bisa diilakuikan ol ieh Kieluirahan hanya 

siecara parsial, yakni saat ada masyarakat yang ingin m iem ienuihi piencatatan 

tanah kie Kantor ATR/BPN, padahal k iesadaran masyarakat t ierkait d iengan haruis 

dilakuikannya p iencatatan s ietiap adanya p iergantian data tanah pada administrasi 

niegara sangat kuirang, maka uintuik piergantian data tanah yang b ieluim dicatatkan 

ataui tak kiedapatan dari k ieluirahan tidak dapat dik ierjakan piem ieliharaan data. Hal 

ituilah yang m ienjadi salah satui faktor masih t ierdapat s iebagian masyarakat di 

Kieluirahan R iejasari bieluim miendaftarkan tanahnya. S ielain itui, masih tierdapat 

biebierapa masalah m iengienai b iebierapa as iet p iemda pada bagian p iertanahanyaitui 

m iengienai p ielanggaran p ierjanjian yang suidah dibuiat olieh pihak k ieluirahan 

m iengienai k iet ientuian yang haruis dis iepakati ol ieh pienyiewa dan pihak k ieluirahan, 

masih t ierdapat b iebierapa p ienyiewa yang b ieluim t iertib dalam p ielaksanaan 

pierjanjian yang s ieharuisnya t ielah dis iepakati ol ieh kieduia pihak. B ierdasarkan hasil 

wawancara b iersama Ibui Ning Anggoro iEnni, S.Pd sielakui Luirah di K ieluirahan 

R iejasari m ienierangkan bahwa p ielaksanaan administrasi p iertanahan di 

Kieluirahan R iejasari bierdasarakan P ieratuiran Buipati Banyuimas Nomor 6 Tahuin 

2009 Tientang P iedoman P iengielolaan Tanah P iem ierintah Daierah iEks Banda 

Diesa. Salah satuinya m iembahas t ientang b ientuik piemanfaatan tanah p iem ierintah 

daierah t ierdiri dari s iewa, pinjam pakai, kierjasama p iemanfaatan, dan banguin 

guina sierah dan banguin s ierah guina. salah satui masalah yang s iering t ierjadi adalah 

m iengienai p ielanggaran p ierjanjian yang suidah dibuiat olieh pihak k ieluirahan 

 
44 Udia ina i Wa ihyu D ieviainta iri dain Djurdjaini, ”Pienga iruh Aidminitra isi Pierta ina iha in” hlm. 269. 
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m iengienai k iet ientuian yang haruis dis iepakati ol ieh pienyiewa dan pihak k ieluirahan, 

masih t ierdapat b iebierapa p ienyiewa yang b ieluim t iertib dalam p ielaksanaan 

pierjanjian yang s ieharuisnya t ielah dis iepakati ol ieh kieduia pihak.45 Siebagaimana 

dalam P ieratuiran Buipati Banyuimas Nomor 6 Tahuin 2009 Pasal 14 dan 15 yang 

bierbuinyi: 

Bagian Kietiga 

S iewa 

Pasal 14 

(1) Tanah P iemda iEks Banda D iesa dapat dis iewakan k iepada Pihak K ietigas 

siepanjang m ienguintu ingkan daierah. 

(2) P ienyiewaan Tanah P iemda iEks Banda D iesa, tidak m ieruibah statu is 

kiepiemilikannya. 

(3) P ienyiewaan Tanah P iemda iEks Banda Diesa dilaksanakan ol ieh Lu irah siet ielah 

m iendapat p iersietu ijuian dari S iekrietaris Daierah. 

(4) Jangka waktu i pienyiewaan paling lama 5 (lima) tahu in dan dapat 

dip ierpanjang. 

(5) P ienyiewaan dilaksanakan b ierdasarkan su irat pierjanjian s iewa-m ienyiewa, 

yang s iekuirang-kuirangnya m iemu iat: 

a. Pihak-pihak yang t ierkait dalam p ierjanjian. 

b. Jienis, lu ias ataui juimlah barang, b iesaran s iewa, dan jangka waktu i. 

c. Tanggu ing jawab atas biaya op ierasional dan p iem ieliharaan s ielama 

jangka waktu i pieny iewaan; dan 

d. P iersyaratan lain yang dianggap p ierlui. 

 

Pasal 15 

 

(1) P iemanfaatan Tanah P iemda iEks Banda Diesa sielain disiewakan s iebagaimana 

dimaksu id dalam Pasal 13 dapat dik ienakan rietribuisi. 

(2) R ietribu isi atas p iemanfaatan/p ienggu inaan barang milik da ierah s iebagaimana 

dimaksu id pada ayat (1), dit ietapkan d iengan pieratu iran daierah. 

B ierdasarkan hasil wawancara, Ibu i Sri Muilyati m ienj ielaskan bahwa: 

t ierkait p ienyiewaan tanah kita s iesuiai diengan pieratuiran buipati juiga, itui 

suidah ada dari buipati uintuik k ielas-kielasnya. Tierdiri dari k ielas a, b, c, 

kita m iemakai k ielas c yang nomor 2 itui siekitar 480 ruipiah/m2 . uintuik 
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wilayahnya itui masih di Kieluirahan R iejasari s iemuia, akan t ietapi ada 

bieb ierapa blok.46 

 

Pada dasarnya tu igas diesa/k ielu irahan pada administrasi p iertanahan 

adalah m ieny iel ienggarakan p iencatatan data p iertanahan milik d iesa/k ielu irahan 

mauipuin milik pienduiduik pada bu ikui administrasi p iertanahan s ierta m iembuiat 

suirat-suirat k iet ierangan k iepuinyaan tanah. Dalam Piengielolaan Barang Milik 

Niegara/ Daierah, s iesuiai diengan P ieratu iran Daierah Kabuipat ien Banyuimas No 12 

tahuin 2016 pasal 95 ayat (2) m iengienai asp iek administratif m ielipuiti 

P iembuikuian, Invientarisasi, dan p ielaporan. B ierdasarkan wawancara d iengan Ibui 

Sri Mu ilyati ol ieh pienuilis, bahwa Kielu irahan R iejasari suidah m ienggu inakan sist iem 

aktivasi m ielalu ii aplikasi, siehingga s iemu ia laporan su idah masu ik s iemu ia pada 

sistiem. P iembu ikuian dan inv ientarisasi yang t ierbagi mienjadi bieb ierapa kat iegori 

m ielipuiti katiegori A uintuik tanah, kat iegori B uintuik buimi dan bangu inan, kat iegori 

C uintuik pieralatan dan m iesin, kat iegori D uintuik jalan dan irigasi. M ieskipuin t ielah 

t ierdapat bieb ierapa p ieratuiran m iengienai p iertanahan mauipuin t iertib administratif 

piertanahan, namuin pada impl iem ientasinya sampai saat ini masih t ierdapat 

masyarakat yang m ielanggarnya. Hal t iersiebuit t ierbuikti d iengan hasil wawancara 

diengan Ibu i Sri Muilyati, bieliaui m ienyampaikan bahwa: 

Ada banyak, s iepierti halnya kami suidah m ienientuikan waktui / tanggal 

siel iesai kontrak tapi pienyiewa t ietap m iengguinakan tanah itui m iel iebihi 

tahuin bierikuitnya. Kami suidah m iembuiat suirat pierjanjian, t ietap saja 

m ielanggar. S iet ielah kami pu ituis kontrak tanah t iersiebuit akan kami 

alihkan k ie orang lain yang l iebih bierpotiensi dalam mienyiewa tapi 

orangnya tidak maui dialihkan. S ielain itui, t ierdapat p ienyiewa yang 

m iembayarkan rietribuisi tidak s iesuiai diengan kiesiepakatan. Kami p iernah 

m ienanyakan t ierkait p iembaayaran rietribuisi yang tidak pasti kiepada 

pieny iewa juistrui kita yang dimarahin. T ierdapat biebierapa p ienyiewa yang 
 

46 Ha isil wa iwa inca ira i biersa ima i ibu Sri Mulyaiti siela iku Sta if PNS di Kielura iha in Rieja isa iri pa idai 

20 Sieptiemb ier 2023 pukul 10.00 WIB. 



64 
 

 

kuirang disiplin dalam m iembayar rietribuisi. K ietika ingin 

m iempierpanjang kontrak, haruis m iembuiat suirat p ierjanjian r ietribuisi 

piemakaian kiekayaan daierah.47 

 

 

Ibui Ning Anggoro iEnni, S.Pd s ielakui Luirah di K ielu irahan R iejasari 

m ienj ielaskan bahwa k ietika p ienyiewa m ielanggar ataui tidak miematuihi pieratuiran 

dari piem ierintah, maka s iewa-m ieny iewa akan dipuituiskan kontraknya. 

S iebagaimana yang b ieliaui sampaikan saat wawancara: 

Sanksi yang dibierikan adalah dib ierikan biebierapa kali p ieringatan dan 

piembinaan dan dipuituis kontrak k ietika tidak ada tindaklanjuit, kami 

suidah b iebierapa kali m iemuitu iskan kontrak dan dialihkan k iepada orang 

yang l iebih m iematuihi.48 

 

Sama halnya d iengan yang disampaikan ol ieh Ibui Sri Muilyati sielakui staff 

PNS di Kieluirahan R iejasari bahwa: 

kami puituis kontrak apapuin alasannya, kami p iernah datang k ie ruimah 

pieny iewa uintuik m ienyiel iesaikan masalah tapi tidak m ien iemuikan soluisi 

kariena pienyiewa m iembierikan banyak alasan. Dib ierikan suirat panggilan 

uintu ik datang k ie kantor kielu irahan dan m ienyiel iesaikan p iermasalahan. 

S ielain itui, kami juiga piernah m ienguimpuilkan s iemu ia pietani yang 

m iengguinakan tanah-tanah p iemda uintuik m iembuiat su irat piernyataan 

yang nantinya dib ierikan k iepada p iem ierintah daierah. Kietika suidah tidak 

bisa dis iel iesaikan, maka s iecara paksa kami puituis kontrak langsuing.49 

Dalam hal ini lu irah s ierta para karyawan k ielu irahan m ienjadi Aparatu ir 

 Sipil Niegara su idah m iemb ierikan layanan u imuim yang bagu is diengan 

m iemp ierhatikan lalu i m ienierapkan asas-asas uimuim p iem ierintahan yang baik. Hal 

itui tierciermin pada K ieluirahan R iejasari yang t ielah m ienyatakan k iet ierangan 

bahwa piembayaran r ietribuisi bisa dibayarkan s iecara angsu iran. T ietapi, pada 

 
47 Ha isil wa iwa inca ira i b iersa ima i Ibu Sri Mulya iti siela iku Sta if PNS di K ielura ihain Rieja isa iri pa ida i 

20 Sieptiemb ier 2023 pukul 10.00 WIB. 
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dasarnya p ienyiewa tanah p iemda tidak m iemiliki k iesadaran akan p ientingnya 

m iematuihi p ieratu iran dan k iebijakan dari p iem ierintah yang s ieharuisnya dipatuihi. 

B ierdasarkan hal t iersiebuit, maka k iesadaran masyarakat m iengienai 

pientingnya t iertib administrasi p iertanahan m iemang sangat dibu ituihkan uintu ik 

m ienguiruis doku im ien atau i hal-hal yang b ierkaitan d iengan piertanahan. Ol ieh 

kariena itu i, agar s iemakin m ieningkatkan k iesadaran masyarakat khu isuisnya 

masyarakat di K ielu irahan R iejasari, pierlu i dib ierikan pienyuiluihan t iertib m iembayar 

rietribuisi kiepada p iem ierintah m iengienai p ieratu iran piemanfaatan tanah p iemda dan 

administrasi p iertanahan, maka masyarakat di K ieluirahan R iejasari m iempu inyai 

piengietahuian pros ieduir m iengienai piemanfaatan p iertanahan p iemda, misalnya 

pierbiedaan antara tanah yang t ierdaftar s ierta tanah yang b ielu im t iercatat, m iembuiat 

suirat pierjanjian s iebielu im m iemanfaatkan tanah dan p ientingnya m ielakuikan 

piem ieliharaan data s ietiap t ierjadi pieruibahan data tanah. S ielain itu i Luirah dan 

piegawai-piegawai k ielu irahan R iejasari ju iga haruis s iecara aktif m iengingatkan 

sietiap jatuih tiempo piembayaran rietribu isi siesuiai suirat pierjanjian yang dis iepakati 

siebielu imnya pada tanah yang b iersangku itan maka p ierawatan data tanah dapat 

t iercapai diengan maksimal, dan ju iga p ierlui adanya ajaran p iengierjaan s ierta t ieknis 

t ientang piemanfaatan tanah p iemda, khu isuisnya orang yang m iembu ituihkan lahan 

uintu ik m iencari p ienghasilan yakni m iembimbing dan m iengarahkan s iecara t iegas 

bahwa pieratu iran dari p iem ierintah haruis dip ienuihi dan dip iertanggu ingjawabkan.50 

 

 
50 Mutia ira i M ieisya i Airga inaita i, ”P iela iksa ina ia in Ta ita i T iertib A idministra isi Pierta ina iha in M ienurut 

Piera itura in Pierundaing-Undaingain (Studi Kaisus Kielura iha in Miojiosiongio, K iotai Sura ika irta i) ”, Univ iersitais 

Muhaimma idiya ih Suraika irta i, 2023. Hlm. 7. 
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C. Pieran Piemierintahan Tierhadap Pielaksanaan Tiertib Administrasi 

Piertanahan Piersp iektif Mas}lah}ah 

Para aparatu ir p iem ierintah k ielu irahan b ierpieran s iebagai p ieny iel ienggaraan 

piem ierintahan yang s iesuiai diengan P ieratu iran P iem ierintah Nomor 17 Tahu in 2018 

Tientang K iecamatan yaitu i P ielaksanaan K iegiatan P iem ierintahan K ielu irahan, 

P ielaksanaan P iemb ierdayaan Masyarakat, P ielaksanaan P ielayanan Masyarakat, 

P iem ieliharaan K iet ientraman dan Kiet iertiban Uimuim, P iem ielihara Sarana dan 

Fasilitas P ielayanan U imuim yang m ienjadi tu igas dan fuingsi k ielu irahan, s ierta 

P ielaksanaan Tu igas lain yang di bierikan ol ieh Camat dan P ielaksanaan tu igas lain 

yang siesuiai d iengan pieratu iran pieru indang-uindangan.51 

Hasil wawancara d iengan Ibui Ning Anggoro iEnni, S.Pd sielakui Luirah di 

Kielu irahan R iejasari mienj ielaskan bahwa 

Dari p iem ierintahan suidah s iemaksimal muingkin uintuik m iengarahkan dan 

m ielaksanakan pros ieduir tierkait t iertib administrasi k iepada masyarakat.52 

 

Tanah s iebagai karuinia Tuihan Yang Maha iEsa m ieruipakan salah satu i 

suimbier kiehidu ipan manu isia. Diatas tanah manu isia bisa m ielangsuingkan 

kiehidu ipannya, m iem ienuihi siegala kiebu ituihan hidu ipnya dan m ienjalani s iegala 

aktivitas s iehari- harinya. Fu ingsi tanah tidak t ierliepas dari p ieran manu isia dalam 

m iemanfaatkannya. Adapu in firman Allah pada al-Quir’an t ielah dij ielaskan dalam 

suirah al-A’raf ayat 128 yang b ierbuinyi: 

 
51 Ricio Mulya i Putra i dkk, “Piera in Kieluraiha in”, hlm. 2. 
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َر ضَ  لِِِّٰ  ۗي  و رثِ  هَا  مَن   يَّشَاۤء   مِن     اِنَّ  الْ 
ن  و ا بِِلِِّٰ  وَاص بِ و ا  تَعِي    قاَلَ  م و سٰى لقَِو مِهِ  اس 

 َ ۗۗ  وَال عَاقِبَة   للِ م تَّقِي    ٖ  عِبَادِه
 

Artinya: “Muisa bierkata k iepada kau imnya: "Mohonlah p iertolongan 

kiepada Allah dan b iersabarlah; s iesuingguihnya bu imi (ini) 

kiepuinyaan Allah; dipu isakakan-Nya kiepada siapa yang 

dih iendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan k iesuidahan yang 

baik adalah bagi orang-orang yang b iertakwa" (Q.S. al-a’raf ; 

128). 

Dari ayat di atas t ielah dij ielaskan bahwa Allah SWT m iem ierintahkan 

kiepada uimatnya u intu ik m ienjaga s iekaligu is m iengguinakan kiekayaan alam yang 

t ielah dis iediakan s iesuiai sifatnya. Hal t iersiebuit dikarienakan agar k iekayaan alam 

yang t iercipta tidak t ierdapat uinsu ir t ierabaikan dan mienciptakan rasa 

kiemakmuiran bagi masyarakat s iekitar d iengan cara m iemanfaatkan s iesuiai 

kadarnya. Hal ini dapat diu impamakan b ienda bieruipa tanah.53 P iemanfaatan tanah 

dalam hal ini tanah p iemda yang dib ierikan izin k iepada masyarakat u intu ik 

m iemanfaatkan tanah t iers iebuit diengan baik, m ielaluii izin Hak Gu ina Uisaha 

(HGUi) maka su idah s ieharuisnya dapat dik ielola d iengan baik, dan k ietika tanah 

t iersiebuit t ielah habis masa b ierlakuinya s ietiap masyarakat yang t ielah dib ierikan 

izin Hak Gu ina Uisaha haruis m iembayarkan rietribuisi dan m ieng iembalikannya 

kiepada niegara s iebagai piemilik tanah yang s iebienarnya. Olieh karna itu i pieratuiran 

piem ierintah daierah t ierhadap p ielaksanaan t iertib administrasi salah satu i bientu ik 

dari kiebuitu ihan masyarakat agar dapat m ienjalankan k iegiatan uisahanya d iengan 

aman dan t ientram. Namu in, masih tierdapat b iebierapa orang yang m iengabaikan 

hal t iersiebu it dan p iem ierintah daierah Kielu irahan R iejasari tidak bisa m iemaksakan 

 
53 Muhaimma id Ilhaim Airisa iputra i, R iefiorma i A igra iria i di Indioniesia i (Ja ika irta i: Sina ir Gra ifika i, 

2015), hlm. 1. 
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masyarakat u intu ik t iertib administrasi bahkan tidak miengietahuii s iebagian 

masyarakatnya su idah t iertib ataui bielu im kariena kuirangnya pieng ietahuian dan 

kiesadaran s iehingga piem ierintah daierah hanya bisa m iembantu i uintu ik 

m iembimbing dan m iengarahkan bagi masyarakat yang h iendak m ienguiruis 

administrasi p iertanahan. P iengielolaan data tanah yang bisa dilaku ikan ol ieh 

Kielu irahan hanya s iecara parsial, yakni saat ada masyarakat yang ingin 

m iem ienuihi p iencatatan tanah k ie Kantor ATR/BPN. S iebagaimana yang 

dij ielaskan ol ieh Ibui Sri Mu ilyati sielakui staff PNS di Kielu irahan R iejasari bahwa: 

Kielu irahan jarang ikuit campu ir dalam juial bieli tanah, kar iena biasanya 

langsuing datang k ie notaris uintuik m iel iengkapi administrasi jadi notaris 

yang nantinya datang k ie kieluirahan s iehingga piem ierintah s iebagian biesar 

tidak m iengietahuii prihal masyarakat yang b ieluim t iertib administrasi 

piertanahan.54 

 

B ierdasarkan p iermasalahan diatas, suirviey dan sosialisasi tielah dilakuikan 

ol ieh piem ierintah daierah Kielu irahan R iejasari s iebagai b ientu ik soluisinya diengan 

tuijuian miendapatkan data masyarakat yang b ielu im mielaksanakan t iertib 

administrasi p iertanahan. S iebagaimana yang disampaikan ol ieh Ibui Sri Mu ilyati 

sielakui staff PNS di K ielu irahan R iejasari bahwa: 

Kami suidah piernah m ielakuikan suirviey dan sosialisasi k iepada para 

pieny iewa m ielaluii p ierkuimpuilan-pierkuimpuilan uintuik m ielaksanakan t iertib 

administrasi. Namuin bieb ierapa ada yang tidak b iersiedia 

m ielaksanakannya dan kami tidak bisa m iemaksakan m ierieka diengan 

alasan bila nanti t ierjadi suiatui hal yang akan b iertangguingjawab adalah 

m ierieka siendiri.55 

 

 
54  Ha isil wa iwa inca ira i b iersa ima i Ibu Ning Ainggiorio iEnni, S.Pd siela iku Luraih di K ieluraiha in 
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Maslahah Mursalah merupakan sebuah metode hukum yang 

mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum 

dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain Maslahah 

Mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat 

pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk 

memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk 

memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). 

Kemaslahatan masyarakat secara umum merupakan tujuan dari 

maslahah murssalah merupakan perinsip kemaaslahatan atau kebaikan yang 

digunakan untuk menetapkan hukum islam, atau dapat diartikan sebagai 

perbuatan yang mengandung nilai kebaikan. Agama Islam mengajarkan kepada 

setiap ummatnya untuk mentaati pemerintah dan mengharuskan mengikuti 

produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selagi kebijakan 

tersebut tidak bertentangan dengan aturan atau norma yang ada dalam agama 

Islam, sebagai mana agama Islam datang sebagai agama yang membawa berkah 

bagi seluruh ummat manusia. 

S iep ierti halnya k iebijakan yang dik ielu iarkan ol ieh p iem ierintah daierah 

Kielu irahan R iejasari b ierkaitan d iengan para p ienyiewa tanah p iemda yang 

m ielanggar su irat pierjanjian s iewa-m ieny iewa yaitu i apabila tidak m iembayarkan 

rietribuisi piemanfaatan atas tanah p iemda s iet ielah jatu ih pada tanggal yang t iertiera 

pada suirat p ierjanjian maka langkah awal akan dilaku ikan panggilan dan apabila 

tidak ada r iespon dari p ielanggar maka s iecara t ierpaksa akan dipu ituis kontrak 

uintu ik dialihkan k iepada orang lain yang l iebih biertangguing jawab u intu ik 
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m iem ienuihi hak dan k iewajiban dalam p iemanfaatan tanah p iemda. Hal itui 

disampaikan ol ieh Ibui Sri Mu ilyati s ielakui staff PNS di K ielu irahan R iejasari 

bahwa: 

Hal p iertama yang dib ierikan adalah dib ierikan biebierapa kali p ieringatan 

dan p iembinaan dan dipuituis kontrak k ietika tidak ada tindaklanjuit, kami 

suidah b iebierapa kali m iemuituiskan kontrak dan dialihkan k iepada orang 

yang l iebih m iematuihi. Kami puituis kontrak apapuin alasannya, kami 

piernah datang k ie ruimah p ie/ny iewa uintuik m ienyiel iesaikan masalah tapi 

tidak mieniemuikan soluisi kariena pienyiewa m iembierikan banyak alasan. 

Dib ierikan suirat panggilan u intuik datang k ie kantor k ieluirahan dan 

m ieny iel iesaikan piermasalahan. S ielain itui, kami juiga piernah 

m ienguimpuilkan s iemuia pietani yang m iengguinakan tanah-tanah p iemda 

uintu ik miembuiat suirat piernyataan yang nantinya dib ierikan kiepada 

piem ierintah daierah. Kietika su idah tidak bisa dis iel iesaikan, maka s iecara 

paksa kami puituis kontrak langsuing.56 

 

Hal t iersiebuit dilaku ikan ol ieh p iem ierintah da ierah s iemata-mata d iemi 

kiemaslahatan u imat yakni p iemanfaatan tanah n iegara yang t ielah dib ierikan izin 

kiepada masyarakat u intu ik m iemanfaatkannya s iebaik mu ingkin gu ina 

m ieningkatkan k iesiejahtieraan hidu ip m ierieka dan s iebagai timbal balik s ieharuisnya 

kietika tanah t iersiebuit t ielah jatu ih t iempo p iembayaran rietribuisi, masyarakat yang 

t ielah dib ierikan izin m iemanfaatkannya haruis miembayar s iesuiai diengan 

kiesiepakatan yang t iercantu im dalam su irat p ierjanjian s iewa-m ieny iewa. Kariena 

Allah SWT t ielah m iem ierintahkan k iepada hamba-NYA uintu ik b ierpierilakui taat, 

siebagaimana dalam firman Allah dalam al-Quir’an su irat an-Nissa ayat 59: 

ۚ    فاَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِْ شَيْءٍ فَ رُدروْهُ  عُوا الرَّسُوْلَ وَاوُلِِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ  َ وَاطَِي ْ ۚ  ا اطَِي ْعُوا الِل ه ۚ  ايَ رهَا الَّذِيْنَ اهمَنُ وْ  يه 

لِكَ خَيْْ  وَّاَحْسَنُ تَْوِيْلً  ۚ    ذه تُمْ تُ ؤْمِنُ وْنَ بِِلِل هِ وَالْيَ وْمِ الْْهخِرِ    اِلَِ الِل هِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُن ْ

 
56 Ha isil wa iwa inca ira i b iersa ima i Ibu Sri Mulya iti siela iku Sta if PNS di K ielura ihain Rieja isa iri pa ida i 
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 Artinya :Wahai orang-orang yang b ieriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasuil (Muihammad), dan Uilil Amri (p iem iegang k iekuiasaan) di antara 

kamu i. Kiemuidian, jika kamui b ierbieda p iendapat t ientang s iesuiatui, maka 

kiembalikanlah k iepada Allah (Al-Quir'an) dan Rasuil (su innahnya), jika 

kamu i bieriman k iepada Allah dan hari k iemuidian. Yang d iemikian itui l iebih 

uitama (bagimui) dan l iebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nissa : 59) 

Ayat ini m iem ierintahkan agar kauim Muislimin taat dan patuih kiepada-

Nya, kiepada rasuil-Nya dan k iepada orang yang m iem iegang kieku iasaan di antara 

m ierieka agar t iercipta k iemaslahatan u imuim. Uintuik kiesiempuirnaan p ielaksanaan 

amanat dan huikuim s iebaik-baiknya dan s ieadil-adilnya, h iendaklah kauim 

Muislimin: 

1. Taat dan patuih kiepada pierintah Allah d iengan m iengamalkan isi Kitab suici al-

Quir'an, m ielaksanakan huikuim-huiku im yang t ielah dit ietapkan-Nya, s iekalipuin 

dirasa b ierat, tidak s iesuiai diengan k ieinginan dan k iehiendak pribadi. 

S iebienarnya s iegala yang dip ierintahkan Allah itui m ienganduing maslahat dan 

apa yang dilarang-Nya m ienganduing muidarat. 

2. Mielaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasuiluillah saw p iembawa amanat 

dari Allah uintuik dilaksanakan ol ieh s iegienap hamba-Nya. 

3. Patuih kiepada kiet ientuian-kiet ientuian yang t ielah dit ietapkan u ilil amri yaitui 

orang-orang yang m iem iegang kieku iasaan di antara m ierieka. Apabila m ierieka 

t ielah s iepakat dalam suiatui hal, maka kauim Muislimin b ierkiewajiban 

m ielaksanakannya d iengan syarat bahwa k iepuituisan m ierieka tidak 

biert ientangan d iengan Kitab al-Qu ir'an dan hadis. Kalaui tidak d iemikian 

halnya, maka kita tidak wajib m ielaksanakannya, bahkan wajib 
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m ienientangnya, kar iena tidak dib ienarkan s iesieorang itui taat dan patuih kiepada 

siesuiatui yang m ieruipakan dosa dan maksiat pada Allah.
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BAB V 

PiENUiTUiP 

A. K iesimpu ilan 

1. Pada dasarnya tu igas diesa/k ielu irahan pada administrasi p iertanahan adalah 

m ienyiel ienggarakan p iencatatan data p iertanahan milik diesa/k ielu irahan mau ipuin 

milik pienduiduik pada bu ikui administrasi p iertanahan s ierta m iembu iat su irat-suirat 

kiet ierangan k iepu inyaan tanah. Dalam P ieng ielolaan Barang Milik N iegara/ 

Daierah, s iesuiai d iengan P ieratu iran Daierah Kabu ipat ien Banyu imas No 12 tahu in 

2016 pasal 95 ayat (2) m iengienai asp iek administratif m ielipuiti Piembu ikuian, 

Invientarisasi, dan p ielaporan. B ierdasarkan wawancara d iengan Ibui Sri Mu ilyati 

ol ieh pienuilis, bahwa Kieluirahan R iejasari su idah m iengguinakan sist iem aktivasi 

m ielaluii aplikasi, siehingga siemu ia laporan su idah masuik s iemu ia pada sist iem. 

P iembu ikuian dan inv ientarisasi yang t ierbagi m ienjadi biebierapa kat iegori m ielipuiti 

kat iegori A uintu ik tanah, kat iegori B uintu ik bu imi dan banguinan, kat iegori C u intu ik 

pieralatan dan m iesin, kat iegori D uintu ik jalan dan irigasi. 

2. Peran pemerintahan dalam pelaksanaan tertib sewa aset pemerintah daerah 

dalam pandangan mas}lah}ah  bahwa Pelaksanaan tertib administrasi mengenai 

aset pemda secara keseluruhan  termasuk dalam konsep mas{lah{ah, mulai 

mas{lah{ah dari segi perubahanya hal ini termasuk dalam kategori mas{lah{ah 

mutagayyirah karena peraturan ini merupakan peraturan yang dapat diubah 

sesuai kebutuhan, kondisi dan situasi melihat dari perkembangan yang terjadi 

dari setiap evaluasi pelaksanaan tertib administrasi sewa aset pada setiap 

zaman di daerah. Dari segi keberadaan, mas{lah{ah menurut syara’, peraturan ini 



74 
 

 

termasuk dalam kategori mas{lah{ah mursalah, karena peraturan ini secara 

eksplisit tidak ada dalil yang mengakui dan menolaknya tetapi keberadaan 

peraturan ini sejalan dengan tujuan syariat yaitu bertujuan untuk 

menghindarkan pada kemudaratan. Kemudian, dari segi kualitas dan 

kepentingan mas{lah{ah, peraturan pelaksanaan tertib administrasi sewa aset ini 

termasuk dalam mas{lah{ah h{a>jiyyah, karena peraturan ini merupakan peraturan 

yang bertujuan sebagai upaya agar tidak terjadi kerugian di kelurahan dan 

Masyarakat lain, namun peraturan ini hadir tidak sampai pada tingkat dharuri. 

Artinya masih ada upaya lain untuk melakukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat kelurahan. 

B. Saran 

P ienuilis miengiemuikakan b iebierapa saran diantaranya yaitui: 

1. Perlu ditingkatkan k iembali k iedisiplinan dari masyarakat dan k iet iegasan dari 

piem ierintah k ieluirahan dalam prosies p ielaksanaan t iertib administrasi 

piertanahan s ierta pihak k ieluirahan diharapkan dapat m iembuiat foruim atas 

piermasalahan yang dihadapi masyarakat, agar dapat m ienyampaikan 

masalah-masalah yang dihadapi khuisuisnya dalam p iermasalahan kuirangnya 

kiet iertiban dari masyarakat yang b ieluim kuinjuing siel iesai. 

2. P iem ierintah k ieluirahan diharapkan agar l iebih t iegas dalam m ienangani 

piermasalahan t iersiebuit, diengan tidak m ienguiluir waktui uintuik miemuituis 

kontrak pierjanjian s iecara t iegas kiepada pihak yang suidah tidak tiertib dalam 

prosies piengguinaan as iet milik piemda yang b iertuijuian uintuik m iembieri 

kiemaslahatan kiepada masyarakat k ieluirahan s iecara kiesieluiruihan.
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P ienieliti 

Bagaimana p iendapat bapak m iengienai p ielaksanaan t iertib 

administrasi di k ieluirahan riejasari kabuipat ien banyuimas 

siekarang ? 

Narasuimbier 1 

P ielaksanaan administrasi p iertanahan di Kieluirahan R iejasari 

bierdasarkan P ieratuiran Bu ipati Banyuimas Nomor 6 Tahuin 

2009 Tientang P iedoman P iengielolaan Tanah P iem ierintah 

Daierah iEks Banda Diesa. Salah satuinya m iembahas t ientang 

bientuik piemanfaatan tanah p iem ierintah daierah t ierdiri dari 

siewa, pinjam pakai, k ierjasama piemanfaatan, dan banguin 

guina sierah dan banguin sierah guina. 

Narasuimbier 2 

saat ini sist iem administrasi p iertanahan yang diguinakan 

ol ieh Kieluirahan R iejasari yaitui P ieratuiran P iem ierintah No 24 

Tahuin 1997 diengan impl iem ientasi P ieratuiran P iem ierintah No 

18 Tahuin 2021. Dari piem ierintah suidah m ielaksanakan t iertib 

administrasi t ielah siesuiai d iengan standar opierasional 

pielayanan piertanahan dan s ielalui m iengingatkan masyarakat 

tapi masyarakat t iet iep saja kadang m iengabaikan dan 

m ienganggap riem ieh akan hal t iersiebuit.  

P ienieliti 

Apa saja dan bagaimana p ieran piem ierintahan kieluirahan 

t ierhadap pielaksanaan t iertib administrasi p iertanahan di 

kieluirahan riejasari kabuipat ien banyuimas? 

Narasuimbier 1 

Dari piem ierintahan suidah s iemaksimal muingkin uintu ik 

m iengarahkan dan m ielaksanakan pros ieduir tierkait t iertib 

administrasi k iepada masyarakat 



 
 

 

P ienieliti 

Bagaimana ibui m iengatasi prihal masyarakat yang masih 

bieluim t iertib administrasi p iertanahan di k ieluirahan riejasari 

kiebuipat ien banyu imas ? 

Narasuimbier 2 

Kieluirahan jarang ikuit campuir dalam juial b ieli tanah, kar iena 

biasanya langsuing datang k ie notaris uintuik m iel iengkapi 

administrasi jadi notaris yang nantinya datang k ie kieluirahan 

siehingga piem ierintah siebagian biesar tidak m iengietahuii 

prihal masyarakat yang bieluim t iertib administrasi 

piertanahan 

P ienieliti 

Bagaimana cara ibui uintuik m iengietahuii mana masyarakat di 

kieluirahan riejasari antara yang suidah dan yang bieluim t iertib 

administrasi p iertanahan? 

Narasuimbier 2 

Kami suidah piernah m ielakuikan suirviey dan sosialisasi 

kiepada para pienyiewa m ielaluii p ierkuimpuilan-pierkuimpuilan 

uintuik m ielaksanakan t iertib administrasi. Namuin bieb ierapa 

ada yang tidak biersiedia m ielaksanakannya dan kami tidak 

bisa miemaksakan m ierieka d iengan alasan bila nanti t ierjadi 

suiatui hal yang akan biertangguingjawab adalah mierieka 

siendiri 

P ienieliti 

Apa yang dilakuikan ol ieh p iem ierintahan kieluirahan su ipaya 

masyarakat m iengietahuii p ierihal p ielaksanaan t iertib 

administrasi p iertanahan yang s iesuiai d iengan pieratuiran 

pieruindang-u indangan? 

Narasuimbier 2 

S iebagian masyarakat suidah ada yang m iengietahuii dan 

siebagiannya lagi bieluim m iengietahuii dan sadar akan 

pientingnya t iertib administrasi p iertanahan. Namanya 

manuisia, tidak jauih dari yang namanya salah dan luipa. 

P ienieliti 
Bagaimana b ientuik piembinaan, bimbingan dan p iengawasan 

piem ierintah kieluirahan t ierhadap p ielaksanaan t iertib 



 
 

 

administrasi p iertanahan di k ieluirahan riejasari kabuipat ien 

banyuimas? 

Narasuimbier 2 

Kami tidak kuirang-kuirang m ielakuikan bimbingan dan 

piembinaan kiepada masyarakat uintuik t iertib administrasi dan 

biebierapa kiesiempatan m iengikuiti pierkuimpuilan-

pierkuimpuilan uintuik m ienyampaikan hal t iersiebuit. S ielain itui, 

masyarakat juiga kadang-kadang tidak paham dikar ienakan 

faktor uisia 

P ienieliti 

Apakah ada sanksi yang dib ierikan ol ieh pihak kieluirahan 

apabila ada masyarakat yang tidak m iematuihi p ielaksanaan 

t iertib administrasi p iertanahan di k ieluirahan riejasari 

kabuipat ien banyuimas? 

Narasuimbier 1 

Sanksi yang dib ierikan adalah dib ierikan biebierapa kali 

pieringatan dan p iembinaan dan dipuituis kontrak kietika tidak 

ada tindaklanjuit, kami suidah b iebierapa kali m iemuituiskan 

kontrak dan dialihkan kiepada orang yang l iebih m iematuihi. 

P ienieliti 

Apa saja hambatan-hambatan p ieran piem ierintahan 

kieluirahan t ierhadap pielaksanaan t iertib administrasi 

piertanahan di k ieluirahan riejasari kabuipat ien banyuimas? 

Narasuimbier 2 

Ada banyak, siepierti halnya kami suidah m ienientuikan waktui 

/ tanggal s iel iesai kontrak tapi p ienyiewa t ietap mienggu inakan 

tanah itui m iel iebihi tahuin b ierikuitnya. Kami suidah m iembuiat 

suirat p ierjanjian, t ietap saja m ielanggar. Siet ielah kami puituis 

kontrak tanah t iersiebuit akan kami alihkan k ie orang lain 

yang l iebih b ierpotiensi dalam m ienyiewa. S ielain itui, t ierdapat 

pienyiewa yang m iembayarkan rietribuisi tidak siesuiai d iengan 

kiesiepakatan. Kami p iernah m ienanyakan t ierkait 

piembaayaran rietribuisi yang tidak pasti k iepada pieny iewa 

juistrui kita yang dimarahin. T ierdapat b iebierapa pienyiewa 

yang kuirang disiplin dalam m iembayar rietribuisi. Kietika 



 
 

 

ingin miempierpanjang kontrak, haruis m iembuiat suirat 

pierjanjian rietribuisi p iemakaian kiekayaan daierah. 

P ienieliti 
Bagaimana strat iegi dalam m iengatasi hambatan-hambatan 

yang ada dalam administrasi p iertanahan t iersiebuit? 

Narasuimbier 

Kami s ielalui m iembierikan arahan dan bimbingan s iemampui 

kami, salah satuinya diengan langsuing datang kie ruimah 

uintuik m iendapatkan kiepastian 

P ienieliti 

Dalam P iengielolaan Barang Milik N iegara/ Daierah, s iesuiai 

diengan P ieratuiran Daierah Kabuipat ien Banyuimas No 12 

tahuin 2016 pasal 95 ayat (2) m iengienai aspiek administratif 

m ielipuiti Piembuikuian, Invientarisasi, dan pielaporan, 

Bagaimana prosieduir pielaksanaannya di k ieluirahan riejasari 

kabuipat ien banyuimas? 

Narasuimbier 2 

Kami suidah m iemakai aktivasi, jadi s iemuia laporan suidah 

masuik siemuia pada sist iem. Piembuikuian dan inv ientarisasi 

m ielipuiti tanah,buimi dan banguinan, pieralatan dan m iesin, 

jalan dan irigasi. t ierkait p ienyiewaan tanah kita s iesuiai 

diengan pieratuiran bu ipati ju iga, itui suidah ada dari buipati 

uintuik kielas-kielasnya. Tierdiri dari k ielas a, b, c, kita 

m iemakai k ielas c yang nomor 2 itui siekitar 480 ruipiah/m2 . 

uintuik wilayahnya itui masih di K ieluirahan R iejasari s iemuia, 

akan t ietapi ada biebierapa blok. 

P ienieliti 

Di Kieluirahan R iejasari masih ada b iebierapa pienyiewa yang 

m ielanggar pierjanjian yang t ielah disiepakati. Bagaimana 

tindak lanjuit dalam p iermasalahan p ielanggaran pierjanjian 

yang dilakuikan ol ieh pieny iewa khuisuisnya m iengienai 

piembayaran s iewa? 

Narasuimbier 2 

Hal p iertama yang dib ierikan adalah dib ierikan bieb ierapa kali 

pieringatan dan p iembinaan dan dipuituis kontrak kietika tidak 

ada tindaklanjuit. Kami su idah biebierapa kali m iemuitu iskan 



 
 

 

kontrak dan dialihkan kiepada orang yang l iebih m iematuihi, 

Kami puituis kontrak apapu in alasannya, kami p iernah datang 

kie ruimah pienyiewa uintuik m ienyiel iesaikan masalah tapi tidak 

m ieniemuikan soluisi kariena p ienyiewa m iembierikan banyak 

alasan. Dibierikan suirat panggilan uintuik datang kie kantor 

kieluirahan dan m ienyiel iesaikan piermasalahan. S ielain itui, 

kami juiga piernah m ienguimpuilkan siemuia pietani yang 

m iengguinakan tanah-tanah p iemda uintuik m iembuiat su irat 

piernyataan yang nantinya dib ierikan kiepada piem ierintah 

daierah. Kietika suidah tidak bisa dis iel iesaikan, maka s iecara 

paksa kami puituis kontrak langsuing. 

P ienieliti 

Apakah pihak piem ierintah k ieluirahan riejasari piernah 

m ielakuikan sosialisasi t ientang pielaksanaan t iertib 

administrasi p iertanahan di k ieluirahan riejasari kabuipat ien 

banyuimas? Kalaui ada, sosialisasi s iepierti apa yang 

dilakuikan? 

Narasuimbier 2 Suidah piernah, m ielaluii b ieb ierapa pierkuimpuilan 

P ienieliti 

Apakah diengan sosialisasi t iersiebuit masyarakat m ienjadi 

t iertib administrasi p iertanahan s iesuiai p ieratuiran pieruindang-

uindangan yang bierlakui? 

Narasuimbier 2 
Bagi yang sadar ya m iematuihi, tapi kariena faktor uisia 

biasanya m iengabaikan. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Foto wawancara dengan  ibu Ning Anggoro Eni, selaku Lurah 

Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. 

 

Lampiran 2. Foto wawancara dengan ibu Erni Martianawati, Selaku Sekretaris 

Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto barat, kabupaten Banyumas. 

 

 

 



 
 

 

 

Lampiran 3. Foto wawancara Bersama ibu Sri Mulyati selaku Staf Kelurahan 

Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas 
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